PUTUSAN
Nomor 02-10-14/PHPU.DPR-DPRD/XI1/2014
(Provinsi Jawa Tengah)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir,

menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014,

yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Hati Nurani Rakyat yang diwakili oleh:

1. Nama : Jenderal (Purn) Dr. H. Wiranto, SH.MM
Jabatan :  Ketua Umum DPP Partai Hati Nurani Rakyat
Alamat : Jalan Tanjung Karang Nomor 7, Jakarta Pusat

2. Nama : Dr. H.Dossy Iskandar Prasetyo, SH.,MHum.
Jabatan . Sekretaris Jenderal DPP Partai Hati Nurani Rakyat
Alamat . Jalan Tanjung Karang Nomor 7, Jakarta Pusat

bertindak untuk dan atas nama Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dan calon
anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor bertanggal 12 Mei 2014 dalam hal ini memberi kuasa
penuh kepada Dr. Dossy Iskandar Prasetyo, SH., MHum. Dr. H. Teguh Samudera,
S.H., M.H., Kristiawanto, SH.l., M.H., Teddi Adriansyah, S.H., M.H., H. Irwan
Hadiwinata, S.H., SpN., MH., Beriawan Pebriz, S.H., Krismawan, S.H., Sri Utami,
S.H., lksan Muhardi, S.H., Hendra Heriansyah, S.H., M.H., M. Syafri Noer, S.H.,
M.Si., Dr. Tommy Sihotang, S.H., LL.M., H. Sonie Sudarsono, S.H., M.H., HJ.
Tutut Rokhayatun, S.H., M.H., RIA Anna Irene Sinaga, S.H., M.H., Zenuri
Makhrodji, S.H., Tri Retno Soehenti, S.H., Riyandi Regina, S.H., IR. Vidi Galenso
Syarief, S. M.H., Haryandarujati, S.H., Mirza Zulkarnaen, S.H., M.H., Fadzri
Apriliansyah, S.H., Badrul Munir, S.H.S.A.g., Hadi Wahyudi, S.H., Aziz Fabhri
Pasaribu, SH., Danu, S.H., Sri Astuti, S.H., Usin Abdisyah Putra S, S.H., Irvan
Yudha Oktara, S.H., Carrel Ticualu, S.E. S.H., C. Suhadi, SH., Mahfud, S.H.,
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Davidson Simanjuntak, S.H., Arsi Divinubun, S.H., Bambang Sugiono, S.H.,
Sayuti, S.H., Hasanuddin, S.H., kesemuanya adalah para Advokat/Penasihat
Hukum dan asistennya yang berkantor pada Sekretariat Partai Hati Nurani Rakyat
(Hanura) yang beralamat di Jalan Tanjung Karang Nomor 7, Jakarta Pusat, baik
sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi
kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai --------------=----=-- - s s Pemohon;

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29,

Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 1188/KPU/V/2014, tanggal 21 Mei 2014,
memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H.,
Dr. Absar Kartabrata, S.H,. M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana
Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina
Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo,
S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum.,
Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H.,
Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum
yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada
kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima
Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-

sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa,

Selanjutnya disebut Sebagal ..........cccooiiiiiiiiiiiiiii Termohon;

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Partai Demokrat;

Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;

Mendengar dan membaca keterangan Bawaslu ;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak
Terkait;

Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon;
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2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei

2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut
Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, 12 Mei 2014, pukul 23.50 WIB dan
dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis, 15 Mei 2014,
pukul 23.50 WIB dengan Nomor 02-10/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, yang
selanjutnya untuk Provinsi Bengkulu diberi Nomor 02-10-09/PHPU.DPR-
DPRD/XI11/2014, yang diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang
diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, mengemukakan
hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945,
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus
perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2011tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi,dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Mahkamah
Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil
pemilihan umum;

c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam
hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara
nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan
penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan
Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
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Kabupaten - Kota, tanggal 9 Mei 2014, Pukul 23.55 WIBdan/atau berita
acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;

e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah
Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan
umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf ¢ Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,
Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan
Pasal 74 ayat (2) huruf ¢ bahwa Permohonan hanya dapat diajukan
terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional
oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai
politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah,bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan
suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan
permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU
kepada Mahkamah Konstitusi;

c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 1 jo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman
Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan
umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian
keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan
DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik
peserta Pemilu yang bersangkutan;

d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
166./Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Keputusan
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Komisi Pemilihan Umum no. 06/Kpts/KPU/2013 tentang Penetapan Nomor
Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum DPR, DPRD Provinsi, dan
DPRD Kabupaten - Kota Tahun 2014 bertanggal 25 -3- 2013, Pemohon
adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor
Urut 10 ;

e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon
mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan
permohonan pembatalan “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :
411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014,
tanggal 9 Mei 2014” Pukul 23.51 WIB.

lll. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272
ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya
permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X
24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan
hasil pemilihan umum secara nasional;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa
pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online,

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, JI. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



= SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli
sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3
X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui
online, surat elektronik ( email ) atau faksimili ;

c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan “Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor : 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan
Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam
Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014”. Pukul 23.51 WIB.

d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil
pemilihan umum (PHPU) terhadappenetapan perolehan suara hasil Pemilu
secara nasional oleh KPUke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei
2014 pukul 20.00 WIB.

e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang
diagjukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu

sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. Pokok Permohonan
Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada
perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD
Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan, serta perolehan suara
yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan
suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan
dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA,
Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK, adalah sebagaimana yang akan
diuraikan dibawah ini dan permohonan kami antara lain untuk dapil sebagai
berikut:
DPR RI
1. Dapil IV Jawa Tengah atas nama Budiyanto Dharnastono, SE. Msi;
2. Dapil VI Jawa Tengah atas nama Andin Bachtiar;
3. Dapil IX Jawa Tengah atas nama Ruyoto;
DPRD Provinsi
1. Dapil IV Jawa Tengah atas nama Andi Nugroho;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, JI. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



= SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2014 sekitar jam 23.51 WIB TERMOHON telah
mengeluarkan surat “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014,
tanggal 9 Mei 2014"di tempat TERMOHON,;

2. Bahwa Pemohon keberatan dan menolak atas keputusan Termohon tersebut
diatas karena menurut PEMOHON telah terjadi kesalahan/kekeliruan
perhitungan suara nasional yang mengakibatkan PEMOHON kehilangankursi
DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diberbagai daerah yang
akan diuraikan di bawah nanti.

3. Bahwa Termohon keliru dan salah dalam menghitung perolehan suara nasional
partai di berbagai Dapil yang menurut PEMOHON telah terjadi kesalahan dan
kekeliruan dalam perhitungan dan mengakibatkan PEMOHON kehilangan kursi
sebagaimana tersebut di atas ;

4. Bahwa Termohon tidak hanya melakukan kekeliruan akan tetapi juga
TERMOHON salah dalam menyelenggarakan pemilu, olehkarena itu harus
dilakukan pemilihan umum ulang diberbagai daerah seperti didaerah pemilihan
Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Nias Selatan, Mentawai, dan lain-lainnya
sebagaimana yang PEMOHON buktikan dan PEMOHON uraikan lebih lanjut
dibawabh ini, yaitu antara lain sebagai berikut :

4.11 Perolehan Suara Pemohon (Partai Hanura) di Provinsi Jawa Tengah Untuk

Pengisian Keanggotaan DPR RI sebagai berikut:
4.11.1 Perolehan Suara Pemohon (Partai Hanura) di Provinsi Jawa Tengah Untuk
Pengisian Keanggotaan DPR RI Dapil Jawa Tengah IV (Kabupaten

Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen)
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PERSANDINGAN SUARA NASIONAL
PEMOHON : H BUDIYANTO DARMASTONO
DAPIL: 4 JAWATENGAH

DAPILATERDIR] ~ PEROLEHAN SUARA NASIONAL PEROLEHAN SUARA NASIONAL
No | 3 KABUPATEN MENURUT TERMOHON MENURUT PEMOHON SELISIH SUARA ALAT BUKT!
Demokrat  |PKB HANURA  [DEMOKRAT [PKB  |HANURA |DEMOKRAT|PKB  [HANURA
1|Karanganyar 45.746 20.379]  67.956 37.482) 17.282)  70.462 7642 2.756]  -2.704{TERLAMPIR
2|Wonogiri 40.883 21099 11157 36.076] 18932 11382 4.807)  2.167 -214/TERLAMPIR
3/Sragen 23.304 62.437)  13.001 21.126] 47.934 13313 2.054) 12537 -312|TERLAMPIR
Total 110.433 103915 92114 94.684| 84.148)  95.157]  14.503) 17.460 -3.230
NO DAPIL PEROLEHAN SUARA NASIONAL
JATENG DEMOKRAT |PKB HANURA
1V 94.684 84.148|  95.157

1. Bukti P-10.1A.1 s/d P-10.17.14 untuk Kab. Karanganyar (data C1)

- Suara Partai Demokrat di 16 kecamatan D1 Kab. Karanganyar
berdasarkan real data C.1 sebanyak 36.921Suara. Sementara di
dalam data DB-1 DPR tingkat Kabupaten Suara Partai Demokrat di
16 kecamatan tsb = 45.563 suara, sehingga ada selisih kenaikan
atau penambahan suara Partai Demokrat di 16 kecamatan sebanyak
7.642 suara.

- Suara Partai PKB di 16 Kecamatan DI Kab. Karanganyar
berdasarkan real data C.I Sebanyak = 16.350Suara. Sementara di
dalam data DB-1 DPR tingkat Kabupaten Suara Partai PKB di 16
kecamatan tsb =19.106suara, sehingga ada selisih kenaikan atau
penambahan suara Partai PKB di 16 kecamatan sebanyak =
2.756suara.

- Suara Partai Hanura di 8 Kecamatan DI Kab. Karanganyar
berdasarkan real data C.I Sebanyak = 25.261Suara. Sementara di
dalam data DB-1 DPR tingkat Kabupaten Suara Partai Hanura di 8
kecamatan tsb =22.557suara, sehingga ada selisih kekurangan suara
Partai Hanura di 8 kecamatansebanyak = 2.704suara.

Hal ini semua dapat dibuktikan dengan menunjuk alat bukti sebagai

berikut:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, JI. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



9

% SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI R
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

DAFTAR ALAT BUKTI KABUPATEN KARANGANYAR

o wwn | e A PARTA SELSH SUARA PER ECAMIATAN
DEMOKRAT]  PKB | HANURA | DENOKRAT] P16 | HANURA

BUKTI BPEROLEHAN SUARA DALAM DATACL ' , \

1 PDALS0P0II |OIOGEDANG U e L |
BUKTI PEROLEHAN SUARA DALAM DATA DI DALAM DB1 DPR Al 3906 185 | 584
BUKTI BPEROLEHAN SUARA DALAM DATACL ) i

1 PA2AISOP02D BN | S |
BUKTI PEROLEHAN SUARA DALAM DATA DI DALAM DB1 DPR Rl B 52 perbedaan
BUKTI BPEROLEHAN SUARA DALAM DATACL b ’ )

3 DOAIGOPNLT  [RANGANIAR L 51 R JU R P
BUKTI PEROLEHAN SUARA DALAM DATA DI DALAM DB1 DPR R 3907 1767 5,989
BUKTI BPEROLEHAN SUARA DALAM DATA C1 | . i

4 A0SASORI04LI0 [COLONADY CLRSTN

BUKTI PEROLEHAN SUARA DALAM DATADI DALAM DB1 DPRR! 35 | 1365 |perbedaan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, JI. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id
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BUKTI BPEROLEHAN SUARA DALAM DATA C1 i i
5 [PAOSALSDPI0SLE  [IUMAPOLO 160 | % fidokadal |
BUKTI PEROLEHAN SUARA DALAM DATA DI DALAM DB1 DPRRI 261 85  |perbedaan
BUKTI BPEROLEHAN SUARA DALAM DATA C1 . . )
6 [PAOSALS/DPI0SLI  [TASK MADU M | 1% | WS e g |
BUKTI PEROLEHAN SUARA DALAM DATA DI DALAM DB1 DPR RI 2053 1508 4510
BUKTI BPEROLEHAN SUARA DALAM DATA C1 . . ,
7 PA0TALSDP0T05  |ATEN CAETI B 71 P DR A
BUKTI PEROLEHAN SUARA DALAM DATA DI DALAM DB1 DPR RI 4191 17131 5353
BUKTI BPEROLEHAN SUARA DALAM DATA CL
8 [P108AIS/DP108)16 |KEBABKRAVAT 0N N L PR P
BUKTI PEROLEHAN SUARA DALAM DATA DI DALAM DB1 DPR RI 31 1641 5.569
BUKTI BPEROLEHAN SUARA DALAM DATAC1 . i
9 [PA0IALSDP.108L0T |VATESH 1% | B |fdekata ), o | g
BUKTI PEROLEHAN SUARA DALAM DATA DI DALAM DB1 DPR RI 1677 836 perbedaan
BUKTI BPEROLEHAN SUARA DALAM DATA C1 , . i
10 [P-10.108.15/DP-10.10%.03 |GONDANGREIO 1 | L3 ftdokada) )
BUKTI PEROLEHAN SUARA DALAM DATA DI DALAM DB1 DPR RI 1477 2,044 perbedaan
BUKTI BPEROLEHAN SUARA DALAM DATA C1 ’ i .
11 p-10.3015/DP-013K 11 [KERIO LI L DT e TR
BUKTIPEROLEHAN SUARA DALAM DATA DI DALAM D31 DPRR 2316 |perbedaan| 2805
BUKTI BPEROLEHAN SUARA DALAM DATA C1 ) i
12 [P-0.A.15/DP-10.2L08 |IATIPURO LR | W ddskata) |
BUKTI PEROLEHAN SUARA DALAM DATA DI DALAM DB1 DPR RI 133 640 perbedaan
BUKTI BPEROLEHAN SUARA DALAM DATA CL . :
13 [P.10.34.15/DP.10.3(.11 |JUMANTONO LU O L POV DOV P
BUKTI PEROLEHAN SUARA DALAM DATA DI DALAM DB1 DPR RI 1118 130 3251
BUKTI BPEROLEHAN SUARA DALAM DATA C1 i
14 {P-10.144.15/0P-10.146.15 |KARANGPANDAN B | 8 fhkaia) oo |,
BUKTI PEROLEHAN SUARA DALAM DATA DI DALAM DB1 DPR RI 1059 784 perbedaan
BUKTI BPEROLEHAN SUARA DALAM DATA C1
15 [P-10.15A15/DP-015L11 [TAWANG MANGU M| Soa i |om
BUKTI PEROLEHAN SUARA DALAM DATA DI DALAM DB1 DPR RI 4857 608 5018
BUKTI BPEROLEHAN SUARA DALAM DATAC1 , i
16 |P-10.16A.15/DP-10.16/10 |IATIOSO W | B k) o g
BUKTI PEROLEHAN SUARA DALAM DATA DI DALAM DB1 DPR RI 4549 660 perbedaan
BUKTI BPEROLEHAN SUARA DALAM DATA CL i i
7 P1017.5/DP-0.1714  |NGARGORYOSO it | ik +%
BUKTI PEROLEHAN SUARA DALAM DATA DI DALAM DB1 DPR RI perbedaan 71 perhedaan
TOTAL
o wo | 30| smlren |+ |-2m
DA-IDALAMDBOPRR] 4453 | 19106] 257

2. Bukti P-10.19A.1 s/d 125 untuk Kab.Sragen (Data C1)

- Suara Partai Demokrat di 13 Kecamatan DI Kab. Sragen
berdasarkan real data C.I Sebanyak = 15.586 Suara. Sementara di
dalam data DB-1 DPR tingkat Kabupaten Suara Partai Demokrat di
13 kecamatan tsb = 17.640 suara, sehingga ada selisih kenaikan
atau penambahan suara Partai Demokrat di 13 kecamatan sebanyak
= 2.054 suara.

- Suara Partai PKB di 16 Kecamatan DI Kab. Sragen berdasarkan real
data C.I Sebanyak = 43.065Suara. Sementara di dalam data DB-1

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, JI. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id
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DPR tingkat Kabupaten Suara Partai PKB di 16 kecamatan tsb
=55.602suara, sehingga ada selisihn kenaikan atau penambahan
suara Partai PKB di 16 kecamatan sebanyak = 12.537suara.

- Suara Partai Hanura di 4 Kecamatan DI Kab. Sragen berdasarkan
real data C.I Sebanyak = 2.892 suara. Sementara di dalam data DB-
1 DPR tingkat Kabupaten Suara Partai Hanura di 4 kecamatan tsb
=2.580 suara, sehingga ada selisih kekurangan suara Partai Hanura
di 4 kecamatan sebanyak = 312 suara.

Hal ini dapat dibuktikan dengan menunjuk alat bukti sebagai berikut :

PARTAI
NO|  ALATBUKTI | KECAMATAN URAIAN SELSHSUARA PERKECAMIATAN
DEMOKRAT| PKB | HANURA [DEMOKRAT| PKB | HANURA
BUKTI BPEROLEHAN SUARA DALAM DATA C1 i X
1 [P.101925/da125  KAUAVEE i | LA 0 b
BUKTI PEROLEHAN SUARA DALAM DATA DI DALAM DB DPR R perbedaan 2388 275
BUKTI BPEROLEHAN SUARA DALAM DATA C1 i . -
2 P10.19.15/d b.159 |PLUPUH tdaata | LU0 | Jib N
BUKTI PEROLEHAN SUARA DALAM DATA DI DALAM DB1 DPRRI perbedaan 1.159 199
BUKTI BPEROLEHAN SUARA DALAM DATA C1 i b 3 -
3 P.A019cs/d 166 |KEDAWUNG - g~ g [©
BUKTI PEROLEHAN SUARA DALAM DATA DI DALAM DB1 DPRRI perbedaan 4074 1132
BUKTI BPEROLEHAN SUARA DALAM DATA C1 / , i
4 [P-1019.45/d 6.126 [SAMBIREIO 106 | 13% | tidekada | oo |, oy
BUKTI PEROLEHAN SUARA DALAM DATA DI DALAM DBL DPRRI | 1.152 1.600 perbedaan
BUKTI BPEROLEHAN SUARA DALAM DATA C1 , i
5 |P-10.19,.15/d e.124 |GONDANG B | 161 \tdakada ) |, g
BUKTI PEROLEHAN SUARA DALAM DATA DI DALAM DB1 DPRRI 972 1.959 perbedaan
BUKTI BPEROLEHAN SUARA DALAM DATA C1 i . i
6 |P-10.19£1/sd. 132 |SAMBUNG MACAN tdakada | 19% | tdakada 4
BUKTI PEROLEHAN SUARA DALAM DATA DI DALAM DB1 DPRRI perbedaan 203 perbedaan
BUKTI BPEROLEHAN SUARA DALAM DATA C1 ) 1 i
7 P-1019hs/dh 159 [SRAGEN S L L W
BUKTI PEROLEHAN SUARA DALAM DATADI DALAMDBLDPRRI | 1512 | 3.949 |perbedaan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, JI. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id
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PARTAI ELISIH SUARA PER KECAMATAN
NO|  ALATBUKT KECAMATAN URAIAN i L
DEMOKRAT| PKB | HANURA [DEMOKRAT| PKB [ HANURA

BUKTI BPEROLEHAN SUARA DALAM DATA C1 304 3.045 tidak ad

8 |p-10.19.015/d 0165 |SIDOHARIO aKaca | 499 |+ 3.308
BUKTI PEROLEHAN SUARA DALAM DATA DI DALAM DB1 DPRRI 803 6.353 perbedaan
BUKTI BPEROLEHAN SUARA DALAM DATA C1 178 2379 tidak ad

9 |P-10.19,.0L5/d 058 |TANON akala | s e300
BUKTI PEROLEHAN SUARA DALAM DATADI DAAM DBLDPRRI | 473 | 5583 |perbedaan
BUKTI BPEROLEHAN SUARA DALAM DATA C1 3 tidak ad

10|P-10.19k15/d k.69 |GEMOLONG S0 | 330 |ticakada |, g |, 38
BUKTI PEROLEHAN SUARA DALAM DATA DI DALAM DB1 DPR RI 731 3.638 |perbedaan
BUKTI BPEROLEHAN SUARA DALAM DATA C1 i L i

1lp-10101 MIRI tidakada | 1.186 | tidak ada o113
BUKTI PEROLEHAN SUARA DALAM DATA DI DALAM DB1 DPRRI perbedaan 1.299 perbedaan
BUKTI BPEROLEHAN SUARA DALAM DATA C1 | i

12|P-1019.n.15/d9%  |MONDOKAN SBT S085 | fdkkadagf |y +19
BUKTI PEROLEHAN SUARA DALAM DATA DI DALAM DB1 DPRRI 646 5.134 perbedaan
BUKTI BPEROLEHAN SUARA DALAM DATA C1 77 idak

13|P-10.19.0.15/d0.50 |SUKODONO 818 | 37D |fidakada ]\ | 5ep
BUKTI PEROLEHAN SUARA DALAM DATA DI DALAM DB1 DPR RI 829 7.449 perbedaan
BUKTI BPEROLEHAN SUARA DALAM DATA C1 1.02 A1 idak

14P-1019p.5/dp.24  |GESI 08 | 3410 | tidakada | o |, e
BUKTI PEROLEHAN SUARA DALAM DATA DI DALAM DB1 DPR RI 1.096 3.565 perbedaan
BUKTI BPEROLEHAN SUARA DALAM DATA C1 § § i

15[P-10.19.5/d Q.81  [TANGEN 1305 | 2660 L fidaketl | 4g +20
BUKTI PEROLEHAN SUARA DALAM DATA DI DALAM DB1 DPRRI 1.316 2689 perbedaan
BUKTI BPEROLEHAN SUARA DALAM DATA C1 i i i

16[p-1019715/dr 72 JENAR tidak ada |tidak ada| tidak ada
BUKTI PEROLEHAN SUARA DALAM DATA DI DALAM DB1 DPRRI | perbedaan | perbeda |perbedaan
BUKTI BYEROLEHAN SUARA DALAM DATA L 066] 2. i

17{P-10.19.5.15/d 5,139 |SUMBER LAWANG 3066 2602 | ticakada |, g
BUKTI PEROLEHAN SUARA DALAM DATA DI DALAM DB1 DPR RI 3.244 2.740 perbedaan
BUKTI BPEROLEHAN SUARA DALAM DATACL . i .

18[P-1020.15/d66  [KARANG MALANG 200 jtidekada L9 1,
BUKTI PEROLEHAN SUARA DALAM DATA DI DALAM DB1 DPRRI 2161 perbeda 974
BUKTI BPEROLEHAN SUARA DALAM DATA C1 683 |tidak ada| tidak ad.

19[P-10.1915/d207  MASARAN : oakaca) tidekaca |, )
BUKTI PEROLEHAN SUARA DALAM DATA DI DALAM DBLDPRRI | 2,705 | perbeda |perbedaan

cl| 1558 | 43065 | 2892 |+2054 |+12537 |-312
DA-LDALAMDBDPRRI| 17640 | 55.602 | 25580

3. Bukti P-10.23A.1 s/d P-10.25.1-125 untuk kab. Wonogiri (Data C1)

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, JI. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

- Suara Partai

Demokrat di

22 Kecamatan DI

Kab. Wonogiri

berdasarkan real data C.1 sebanyak = 33.462 suara. Sementara di
dalam data DB-1 DPR tingkat Kabupaten Suara Partai Wonogiri di 22

kecamatan tsb = 38.629 suara, sehingga ada selisih kenaikan atau

penambahan suara Partai Wonogiri di 22 kecamatan sebanyak =
4.807suara.

- Suara Partai PKB di 19 Kecamatan DI Kab. Wonogiri berdasarkan

real data C.1 sebanyak = 15.237 suara. Sementara di dalam data
DB-1 DPR tingkat Kabupaten Suara Partai PKB di 19 kecamatan tsb

= 17.404 suara, sehingga ada selisih kenaikan atau penambahan

suara Partai PKB di 19 kecamatan sebanyak = 2.167suara.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
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- Suara Partai Hanura di 6 Kecamatan DI Kab. Wonogiri berdasarkan
real data C.1 sebanyak = 1.607Suara. Sementara di dalam data DB-
1 DPR tingkat Kabupaten Suara Partai Hanura di 6 kecamatan tsb =
1.393 suara, sehingga ada selisih kekurangan suara Partai Hanura di
6 kecamatansebanyak = 214 suara.

Hal ini semua dapat dibuktikan dengan menunjuk alat bukti sebagai

berikut:

DAFTAR ALAT BUKTI KABUPATEN WONOGIRI

PARTAI
NO|  ALATBUKT KECAMATAN URAIAN SELSUARARER KM Toh
DEMOKRAT| PKB | HANURA [DEMOKRAT| PKB | HANURA
BUKTI BPEROLEHAN SUARA DALAM DATAC1 i
1 P-1023A005/d4  [BATUWARNO ) v |
BUKTI PEROLEHAN SUARA DALAM DATA DI DALAM DB1 DPRRI perbedaan 319 76
BUKTI BPEROLEHAN SUARA DALAM DATA C1 i
) |P103380Ls/d6T  |GRITONTRO VRS
BUKTI PEROLEHAN SUARA DALAM DATA DI DALAM DB1 DPRRI 931 516 perbedaan
BUKTI BPEROLEHAN SUARA DALAM DATA C1 i
3 POBCOE  |ATPURNO CISRERED (0 R
BUKTI PEROLEHAN SUARA DALAM DATA DI DALAM DB1 DPRRI 0 901 perbedaan
BUKTI BPEROLEHAN SUARA DALAM DATA C1 i
4 [P1023D025/d50  [ATROTO W |bdkata) e
BUKTI PEROLEHAN SUARA DALAM DATA DI DALAM DB1 DPRRI 413 1.651 perbedaan
BUKTI BPEROLEHAN SUARA DALAM DATA C1 . i
5 P0BE0Ld1S  |ATISRONO Coa I L P
BUKTI PEROLEHAN SUARA DALAM DATA DI DALAM DB1 DPR RI 910 12 perbedaan
BUKTI BPEROLEHAN SUARA DALAM DATACL . '
6 [P03F0S/AB  |KARANGTENGAH 2 N LU Do Lo |
BUKTI PEROLEHAN SUARA DALAM DATA DI DALAM DB1 DPRRI 3432 1132 118
BUKTI BPEROLEHAN SUARA DALAM DATA C1 i
7 P0BGOS/ET  |KISMANTORO | o tdkata) |y
BUKTI PEROLEHAN SUARA DALAM DATA DI DALAM DB1 DPR I 1218 88 [perhedaan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, JI. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id
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BUKTI BPEROLEHAN SUARA DALAM DATA C1 394 427 | tidakada

8 |P.10.23H MANYARAN +6 +8
BUKTI PEROLEHAN SUARA DALAM DATA DI DALAM DB1 DPRRI 400 435 [perbedaan
BUKTI BPEROLEHAN SUARA DALAM DATA C1 462 43 295

9 [P-10.23.15/d43 PARANGGUPITO +5 +8
BUKTI PEROLEHAN SUARA DALAM DATA DI DALAM DB1 DPRRI 467 01 289
BUKTI BPEROLEHAN SUARA DALAM DATA C1 3.210 1216 | tidak ada

10 |P-10.23.J 15/d P-10.23.) 1{PRACIMANTORO +817 +253
BUKTI PEROLEHAN SUARA DALAM DATA DI DALAM DB1 DPRRI 4,027 1469  [perbedaan
BUKTI BPEROLEHAN SUARA DALAM DATA C1 233 757 | tidak ada

11 |P-10.23.K.01s/d 89 PURWANTORO +1.368 +419
BUKTI PEROLEHAN SUARA DALAM DATA DI DALAM DB1 DPR RI 3.691 1176  [perbedaan
BUKTI BPEROLEHAN SUARA DALAM DATA C1 919 366 | tidakada

12 SELOGIRI +20 +7
BUKTI PEROLEHAN SUARA DALAM DATA DI DALAM DB1 DPRRI 939 373 |perbedaan
BUKTI BPEROLEHAN SUARA DALAM DATA C1 352 217 | tidak ada

13 |P-10.23.M.015/d223  |SIDOHARIO +206 +68
BUKTI PEROLEHAN SUARA DALAM DATA DI DALAM DB1 DPR RI 558 285 |perbedaan
BUKTI BPEROLEHAN SUARA DALAM DATA C1 678 1176 286

14 |P-10.23.N.015/d 105  |SLOGOHIMO +8 +17
BUKTI PEROLEHAN SUARA DALAM DATA DI DALAM DB1 DPR RI 686 1193 283
BUKTI BPEROLEHAN SUARA DALAM DATA C1 2547 2134 | tidak ada

15 |P-10.23.0.015/d 36 TIRTOMOYO +760 +328
BUKTI PEROLEHAN SUARA DALAM DATA DI DALAM DB1 DPR RI 3307 2462 |perbedaan
BUKTI BPEROLEHAN SUARA DALAM DATA C1 1.892 821 tidak ada

16 |P-10.23.P.01s/d 224 WONOGIRI +101 +53
BUKTI PEROLEHAN SUARA DALAM DATA DI DALAM DB1 DPR RI 1.993 874 |perbedaan
BUKTI BPEROLEHAN SUARA DALAM DATA C1 2458 454 tidak ada

17 BATURETNO +197 +9
BUKTI PEROLEHAN SUARA DALAM DATA DI DALAM DB1 DPR Rl 2.655 463 |perbedaan
BUKTI BPEROLEHAN SUARA DALAM DATA C1 2.551 629 211

18 |P-10.23.R.01s/d 115 GIRIMARTO +46 +4 +1
BUKTI PEROLEHAN SUARA DALAM DATA DI DALAM DB1 DPRRI 2597 633 210

BUKTI BPEROLEHAN SUARA DALAM DATA C1 tidakada | 1.030 | tidakada
BUKTI PEROLEHAN SUARA DALAM DATA DI DALAM DB1 DPRRI perbedaan | 1.031 |perbedaan

19 |P-10.23.5.01s/d81 BULUKERTO

BUKTI BPEROLEHAN SUARA DALAM DATA C1 2.542 tidak ada | tidak ada
20 |P-10.23.U.01s/d 175 NGADIREJO L +98
BUKTI PEROLEHAN SUARA DALAM DATA DI DALAM DB1 DPRRI 2.640  |perbedaan|perbedaan

BUKTI BPEROLEHAN SUARA DALAM DATA C1 tidakada | tidak ada | tidak ada

21 |P-10.23.V.01s/d 171 NGUNTORONADI L
BUKTI PEROLEHAN SUARA DALAM DATA DI DALAM DB1 DPRRI perbedaan |perbedaan|perbedaan

BUKTI BPEROLEHAN SUARA DALAM DATA C1 1391 | tidakada | tidak ada

2 |P-10.23W GIRIWOYO +54
BUKTI PEROLEHAN SUARA DALAM DATA DI DALAM DB1 DPRRI 1445 |perbedaan|perbedaan
BUKTI BPEROLEHAN SUARA DALAM DATA C1 735 tidak ada | tidak ada

23 |P-10.24.015/d 65 PUHPELEM o +82
BUKTI PEROLEHAN SUARA DALAM DATA DI DALAM DB1 DPR RI 817 |perbedaan|perbedaan
BUKTI BPEROLEHAN SUARA DALAM DATA C1 1.861 | tidakada | tidak ada

24 |P-10.25.015/d 68 WURYANTORO o 15
BUKTI PEROLEHAN SUARA DALAM DATA DI DALAM DB1 DPRRI 1.876  |perbedaan|perbedaan
BUKTI BPEROLEHAN SUARA DALAM DATA C1 2359 | tidakada 425

25 [P-10.26.015/d 125 EROMOKO +486
BUKTI PEROLEHAN SUARA DALAM DATA DI DALAM DB1 DPR Rl 2845  |perbedaan 417,

Cl 33462 15.237 1607 |+4.807 [+2167 |- 214
DA-1DALAM DB DPRRI|  38.269 17.404 1393

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dimohon mahkamah

konstitusi berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, JI. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id
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Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum
Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014”

3. Menetapkan perolehan suara Partai Hanura di Dapil Jateng IV sebesar
95.157 suara. Dengan demikian pemohon memperoleh satu kursi DPR
RI di Dapil Jawa Tengah IV

4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Keputusan Mahkamah

Konstitusi.

4.11.2 Perolehan Suara Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPRD Provinsi)
di Provinsi Jawa Tengah Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi

4.11.2.1 Dapil Jawa Tengah 4 (empat)
Pemohon melaporakan keberatan tentang pelaksanaan Pemilu Legislatif
2014 yang dilaksanakan di kabupaten Wonogiri yang dilakukan oleh KPUD
Wonogiri dengan melanggar ketentuan UU No. 8 tahun 2012 tentang
Pemilu serta PKPU No. 5 tahun 2013.
Adapun ketentuan yang dilanggar adalah sebagai berikut:
Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) huruf g UU No. 8 tahun 2012 tentang Pemilu
Anggota DPR , DPD, dan DPRD tahun 2014 dan Pasal 18 ayat (2) huruf g
PKPU No. 5 Tahun 2013 disebutkan “Jumlah kursi DPRD
KABUPATEN/KOTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada
jumlah penduduk / kta yang bersangkutan dengan ketentuan : ... g
Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 jiwa
memperoleh alokasi kursi 50 kursi”
Pada Kenyataannya Pemilu 2014 di Kabupaten Wonogiri hanya dengan
jumlah kursi DPRD kabupaten sebanyak 45 kursi yang berdasarkan DAK2
dari pemerintah kabupaten Wonogiri sejumlah 842.708 jiwa pertanggal 8
desemebr 2012. Padahal pada pelaksanaan Pemilu 2014 dengan jumlah
DPT (daftar pemilih tetap) sebanyak 905.905 jiwa dengan jumlah penduduk
sebanyak 1.000.359 jiwa pertanggal 30 Oktober 2013.
Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dimohon Mahkamah
Konstitusi berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :
Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk
dapat membatalkan hasil pemilu legislatif 2014 Kabupaten Wonogiri serta

memerintahkan pemilu ulang dengan alokasi kursi yang tepat dan jumlah
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DPT yang tepat pula yang bedasar UU No 8 Tahun 2012 serta PKPU No 5
Tahun 2013 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD

4.11.3 Perolehan Suara Pemohon (Partai Hanura) di Provinsi Jawa Tengah Untuk
Pengisian Keanggotaan DPR RI Dapil Jawa Tengah VI (Kabupaten
Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Purworejo, Kabupaten

Magelang dan Kota Magelang)

No Partai Perolehan suara Selisih Alat bukti
Termohon Pemohon
1 HANURA JATENG | 101.462 120.000 P.10.28
VI

Maka menurut temuan Pemohon (Partai Hanura) berdasarkan alat bukti-
bukti otentik maka kami meminta Mahkamah Konstitusi untuk memutus
membuka kembali kertas suara pada C1 dan plano dibuka secara
keseluruhan dikarenakan alasan substantif:

1. Terjadi penggelembungan suara parpol (Partai Gerindra, PKB, Partai
Demokrat) di daerah pemilihan Jawa Tengah VI (Kabupaten Wonosobo,
Kabupaten Temanggung, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Magelang
dan Kota Magelang).

2. Terjadi pengurangan suara Partai Hanura dan suara sah Caleg Partai

Hanura di daerah pemilihan Jawa Tengah VI.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dimohon Mahkamah

Konstitusi berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

a) Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

b) Pelaku agar dikenakan sanksi pidana sebagaimana ketentuan peraturan
perundang-undangan terkait tindak pidana pemilu, partai yang terbukti
melakukan pelanggaran Pemilu agar diberikan sanksi seberat-beratnya
dalam hal ini pada DAPIL yang bersangkutan didiskualifikasi;

c) Mengembalikan jumlah suara yang telah diubah oleh penyelenggara
pemilu;

d) Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan Keputusan

Mahkamah Konstitusi.

4.11.4 Perolehan Suara Pemohon (Ruyoto) di Provinsi Jawa Tengah Untuk

Pengisian Keanggotaan DPR RI Dapil Jawa Tengah IX sebagai berikut:

Pokok Permohonan
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Bahwa pada tanggal, 09 Mei 2014 sekitar jam 23.55 Wib Termohon telah
mengeluarkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:
411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Perolehan Suara Nasional
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan
Daerah Provinsi dan kabupaten/kota secara nasionan di tempat termohon;
Bahwa Pemohon Keberatan dan Menolak atas penetapan Termohon
tersebut di atas karena menurut Pemohon telah terjadi
kesalahan/Kekeliruan perhitungan suara Nasional yang mengakibatkan
pemohon Kehilangan Kursi DPR-RI dapil IX Jawa Tengah yangakan di
uraikan di bawah nanti

Bahwa Termohon Keliru dan salah dalam menghitung suara nasional partai
di dapil IX Jawa Tengah yang mana menurut Pemohon telah terjadi
kesalahan dan kekeliruan dalam perhitungan dan mengakibatkan Pemohon
kehilangan kursi sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa pada 8 Mei 2014 Real Count yang dihitung oleh Bapilu Tegal
menyatakan bahwa Sdr. Ruyoto Dapil IX Jawa Tengah dinyatakan sebagai
pemenang yang mendapatkan kursi dengan urut nomor 7 dengan perolehan
suara 97.152);

Bahwa berdasarkan C1 partai Hanura memperoleh urutan ke 7 (Tujuh) dari
8 (delapan) kursi dengan perolehan suara 97.152 (sembilan puluh tujuh ribu
seratus lima puluh dua ribu) suara, dan PKS sebesar 96.334 suara, serta
PAN sebesar 94.871.

Bahwa pada pleno KPUD Berebes Perolehan partai Hanura ada
pengurangan menjadi 93.897.000,- dan penggelembungan PKS menjadi
101.126.000,- dan penggelembungan partai PAN menjadi 98.763.000,- atas
dasar inilah membuat Partai Hanura Dapil IX kehilangan kursi;
Persandingan Perolehan Suara menurut Termohon dan Pemohon Atas
Nama Ruyoto dari Partai Hanura di Daerah Pemilihan Jawa Tengah Dapil

IX Jawa Tengah:

No Partai Perolehan Suara Selisih Alat Bukti
Termohon Pemohon
01 Hanura 93.511 97.152 3641 DA-1
Jateng IX
02 PAN 103.357 94.871 8486 DA-1
Jateng IX

Perolehan suara Partai Hanura berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Nomor: 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil
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Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/kota secara

Nasional dalam pemilihan umum tahun 2014 sebesar 93.511. Suara, di

tambah dengan selisih yang di temukan Partai Hanura sebesar suara. Jadi

total perolehan suara Partai HANURA berdasarkan alat bukti yang di

temukan berjumlah 97.152 Suara.

Kesimpulan:

Berdasarkan uraian di atas Apabila dalam permohonan Pemohon (Partai

Hanura) pada dapil Jawa Tengah I1X dikabulkan majelis hakim Mahkamah

Konstitusi maka suara Partai Hanura menjadi 93.511 suara di tambah 3.641

suara sehingga menjadi 97.152 suara, dengan demikian dari perolehan

suara tersebut Partai HANURA pada Dapil Jawa Tengah IX akan

mendapatkan 1 (satu) kursi DPR RI.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dimohon Mahkamah

Konstitusi berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;

2. Dilaksanakan penghitungan kembali C1 plano sebagaimana bukti-bukti
di atas;

3. Dikembalikan seluruhnya suara Pemohon yang hilang sebanyak 3.641
suara,;

4. Mendiskualifikasi Partai Amanat Nasional di Dapil IX Jawa Tengah;

5. Menetapkan Ruyoto dari Partai Hanura Dapil IX Jawa Tengah sebagai
pemenang dengan Nomor Urut 7 dari 8 kursi Dewan Perwakilan Rakyat
RI;

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan daliinya, Pemohon mengajukan

alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang disahkan dalam persidangan
tanggal 28 Mei 2014 dan 12 Juni 2014 sebagai berikut:

1 P-10.1.a s/d P-10.1.m Bukti Perolehan Suara Dalam Data C1 Legalisir di
Kecamatan Mojogedang

2 P-10.2.a s/d P-10.2.i Bukti Perolehan Suara Dalam Data C1 Legalisir di
Kecamatan Jenawi

3 P-10.3.a s/d P-10.3.1 Bukti Perolehan Suara Dalam Data C1 Legalisir di
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P-10.4.a s/d P-10.4.i

P-10.5.a s/d P-10.5.1

P-10.6.a s/d P-10.6.

P-10.7.a s/d P-10.7.0

P-10.8.a s/d P-10.8,j

P-10.9.a s/d P-10.9.i

P-10.10.a s/d P-10.10.n

P-10.11.a s/d P-10.11.j

P-10.12.a s/d P-10.12.

P-10.13.a s/d P-10.13.k

P-10.14.a s/d P-10.14.g

P-10.15.a s/d P-10.15.i

P-10.16.a s/d P-10.16.]

P-10.17.a s/d P-10.17.i

Kabupaten Sragen

1

2

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, JI. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

P-10.19.a

P-10.19.b

Kecamatan Karanganyar

Bukti Perolehan Suara Dalam Data C1 Legalisir di
Kecamatan Colomadu

Bukti Perolehan Suara Dalam Data C1 Legalisir di
Kecamatan Jumapolo

Bukti Perolehan Suara Dalam Data C1 Legalisir di
Kecamatan Tasikmadu

Bukti Perolehan Suara Dalam Data C1 Legalisir di
Kecamatan Jaten

Bukti Perolehan Suara Dalam Data C1 Legalisir di
Kecamatan Kebakramat

Bukti Perolehan Suara Dalam Data C1 Legalisir di
Kecamatan Matesih

Bukti Perolehan Suara Dalam Data C1 Legalisir di
Kecamatan Gondang Rejo

Bukti Perolehan Suara Dalam Data C1 Legalisir di
Kecamatan Kerjo

Bukti Perolehan Suara Dalam Data C1 Legalisir di
Kecamatan Jatipuro

Bukti Perolehan Suara Dalam Data C1 Legalisir di
Kecamatan Jumantono

Bukti Perolehan Suara Dalam Data C1 Legalisir di
Kecamatan Karang Pandan

Bukti Perolehan Suara Dalam Data C1 Legalisir di
Kecamatan Tawangmangu

Bukti Perolehan Suara Dalam Data C1 Legalisir di
Kecamatan Jatiyoso

Bukti Perolehan Suara Dalam Data C1 Legalisir di

Kecamatan Ngargoyoso

Bukti Perolehan Suara Dalam Data C1 Legalisir di
Kecamatan Kalijambe

Bukti Perolehan Suara Dalam Data C1 Legalisir di
Kecamatan Plupuh
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P-10.19.c

P-10.19.d

P-10.19.e

P-10.19.f

P-10.19.h

P-10.19.i

P-10.19.,]

P-10.19.k

P-10.19.1

P-10.19.m

P-10.19.n

P-10.19.0

P-10.19.q

P-10.19.r

P-10.19.s

P-10.19.t

P-10.20
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Bukti Perolehan Suara Dalam Data C1 Legalisir di
Kecamatan Kedawung

Bukti Perolehan Suara Dalam Data C1 Legalisir di
Kecamatan Sambirejo

Bukti Perolehan Suara Dalam Data C1 Legalisir di
Kecamatan Gondang

Bukti Perolehan Suara Dalam Data C1 Legalisir di
Kecamatan Sambung Macan

Bukti Perolehan Suara Dalam Data C1 Legalisir di
Kecamatan Sragen

Bukti Perolehan Suara Dalam Data C1 Legalisir di
Kecamatan Sidoharjo

Bukti Perolehan Suara Dalam Data C1 Legalisir di
Kecamatan Tanon

Bukti Perolehan Suara Dalam Data C1 Legalisir di
Kecamatan Gemolong

Bukti Perolehan Suara Dalam Data C1 Legalisir di
Kecamatan Miri

Bukti Perolehan Suara Dalam Data C1 Legalisir di
Kecamatan Mondokan

Bukti Perolehan Suara Dalam Data C1 Legalisir di
Kecamatan Sukondo

Bukti Perolehan Suara Dalam Data C1 Legalisir di
Kecamatan Tangen

Bukti Perolehan Suara Dalam Data C1 Legalisir di
Kecamatan Jenar

Bukti Perolehan Suara Dalam Data C1 Legalisir di
Kecamatan Sumberlawang

Bukti Perolehan Suara Dalam Data C1 Legalisir di
Kecamatan Gesi

Bukti Perolehan Suara Dalam Data C1 Legalisir di
Kecamatan Marasah

Bukti Perolehan Suara Dalam Data C1 Legalisir di
Kecamatan Karang Malang
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Kabupaten Wonogiri

1 P-10.23-a Bukti Perolehan Suara Dalam Data C1 Legalisir di
Kecamatan Batu Warno

2 P-10.23-b Bukti Perolehan Suara Dalam Data C1 Legalisir di
Kecamatan Giri Tontro

3 P-10.23-c Bukti Perolehan Suara Dalam Data C1 Legalisir di
Kecamatan Jatipuro

4 P-10.23-d Bukti Perolehan Suara Dalam Data C1 Legalisir di
Kecamatan Jati Roto

5 P-10.23-e Bukti Perolehan Suara Dalam Data C1 Legalisir di
Kecamatan Jatisrono

6 P-10.23-f Bukti Perolehan Suara Dalam Data C1 Legalisir di
Kecamatan Karang Tengah

7 P-10.23-g Bukti Perolehan Suara Dalam Data C1 Legalisir di
Kecamatan Kismantoro

8 P-10.23-h Bukti Perolehan Suara Dalam Data C1 Legalisir di
Kecamatan Manyaran

9 P-10.23-i Bukti Perolehan Suara Dalam Data C1 Legalisir di
Kecamatan Parang Gupito

10 P-10.234 Bukti Perolehan Suara Dalam Data C1 Legalisir di
Kecamatan Pracimantoro

11 P-10.23-k Bukti Perolehan Suara Dalam Data C1 Legalisir di
Kecamatan Purwantoro

12 P-10.23-l Bukti Perolehan Suara Dalam Data C1 Legalisir di
Kecamatan Sologiri

13 P-10.23-m Bukti Perolehan Suara Dalam Data C1 Legalisir di
Kecamatan Sodoharjo

14 P-10.23-n Bukti Perolehan Suara Dalam Data C1 Legalisir di
Kecamatan Slogohimo

15 P-10.23-0 Bukti Perolehan Suara Dalam Data C1 Legalisir di
Kecamatan Tirtomoyo

16 P-10.23-p Bukti Perolehan Suara Dalam Data C1 Legalisir di
Kecamatan Wonogiri

17 P-10.23-q Bukti Perolehan Suara Dalam Data C1 Legalisir di
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P-10.23-r

P-10.23-s

P-10.23-t

P-10.23-u

P-10.23-v

P-10.22

P-10.23

P-10.24

P-10.25

P-10.26

A W N P

P-10.1.A1 s/d P-10.1.A3
P-19.A1 s/d P.10.9A3
P-10.23.1 s/d P-10.23.3

Kecamatan Batu Retno

Bukti Perolehan Suara Dalam Data C1 Legalisir di
Kecamatan Giri Marto

Bukti Perolehan Suara Dalam Data C1 Legalisir di
Kecamatan Bulu Kerto

Bukti Perolehan Suara Dalam Data C1 Legalisir di
Kecamatan Giriwoyo

Bukti Perolehan Suara Dalam Data C1 Legalisir di
Kecamatan Ngadirejo

Bukti Perolehan Suara Dalam Data C1 Legalisir di
Kecamatan Ngontoronadi

Bukti Perolehan Suara Dalam Data C1 Legalisir di
Kecamatan Wonogiri

Bukti Perolehan Suara Dalam Data C1 Legalisir di
Kecamatan Tirtomoyo

Bukti Perolehan Suara Dalam Data C1 Legalisir di
Kecamatan Puhpelem

Bukti Perolehan Suara Dalam Data C1 Legalisir di
Kecamatan Wuryantoro

Bukti Perolehan Suara Dalam Data C1 Legalisir di
Kecamatan Eromoko

Alat Bukti Rekapan C1 Kec Karanganyar

Alat Bukti Rekapan C1 Kec Wonogiri

Alat Bukti Rekapan C1 Kec Sragen

Persandingan Suara Nasional dan Daftar Alat
Bukti Dapil Jawa Tengah

Model DB Karanganyar

Model DB Sragen

Model DB Wonogiri
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Selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi yang telah memberikan
keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 11 Juni 2014 dan 12 Juni
2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Jawa Tengah IV
1. DARMADI
e Bahwa saksi sebagai saksi partai Hanura di Kelurahan Tawangsari,

Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar dan ada 14 TPS;

Bahwa perolehan suara Hanura berdasarkan C-1 mendapat 536 suara dan

masuk ke formulir D-1 mendapat 332 suara terjadi selisih 204 suara;

e Bahwa saksi memegang C-1 sebelum hari rekapitulasi;
e Bahwa saksi mengajukan keberatan sehingga tidak menandatangani hasil

rekapitulasi suara;

2. HASAN FATONI

e Bahwa saksi sebagai tim suksesnya Caleg dari Hanura DPR RI(Budi
Darmastono);

e Bahwa saksi sebagai tim mencatat di Desa Nangsri, Kecamatan
Kebakramat melihat dari C-1 total TPS 1 di Desa Nangsri itu 12 TPS. dan
jumlah partai Hanura mendapat 542 suara,;

e Bahwa setelah saksi melihat dari internet untuk DA-1 nya mendapat 489
suara sehingga ada selisih sekitar 53 suara;

Saksi Jawa Tengah IX

1. KUSMANTORO
e Bahwa saksi sebagai caleg Hanura, Nomor Urut 1, Dapil VI,

e Bahwa dari versi Termohon untuk Hanura mendapat 93.511 suara, versi
Pemohon mendapat 97.152 suara, ada selisih 3.641 suara;

e Bahwa di Desa Klampok TPS 4, TPS 5, TPS 6, dan TPS 9 terjadi semacam
intimidasi dari petugas di PPS yang menghimbau pemilih kalau bingung,
coblos pilih PAN, gambar PAN saja tidak usah pakai hama provinsi, DPR,
maupun pusat;

e Bahwa petugas menyampaikan, “Coblos saja gambar PAN saja.” karena

PAC di Kecamatan Wanasari itu adalah orang PAN;
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e Bahwa petugas PPS-nya dari PAN dan pada saat perhitungan malam hari
suara dari PPS ke TPS tidak dihitung di kantor desa tetapi di rumah petugas
PPS;

e Bahwa saksi mengetahui karena TPS 1 ada di posisi balai desa, sehingga
tidak ada petugas PPS;

e Bahwa saksi menduga terjadi penggelembungan suara karena C-1 tidak
diserahkan kepada saksi partai;

e Bahwa di Kecamatan Brebes, Desa Kaliwlingi, di TPS 2 saksi Hanura
disuruh pulang;

e Bahwa saksi mengajukan protes kepada ketua ranting partai Hanura dan
disarankan untuk menunggu C-1 jangan pulang dulu sebelum terima C-1;

e Bahwa saksi megetahui terjadi penggelembungan suara, mark up suara dan
saksi mempunyai bukti yang konkret;

2. DWI SASONO

e Bahwa saksi sebagai tim sukses dari caleg Nomot Urut 5 partai Hanura
untuk DPR-RI untuk Dapil IX;

e Bahwa pada saat penghitungan suara, itu yang paling cepat di Kota Tegal
dan Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes termasuk lambat;

e Bahwa partai Hanura menang mendapat 57.165 suara terdiri dari kota
mendapat 3.570 suara ditambah Kabupaten Tegal mendapat 53.595 suara;

e Bahwa Partai Amanat Nasional mendapat 49.614 suara terdiri dari Kota
Kabupaten Tegal 39.765 suara;

e Bahwa masih ada selisih 7.551 suara posisi suara partai Hanura masih
menang;

e Bahwa ketika penghitungan suara untuk Kabupaten Brebes di mulai
penghitungan lambat dan saksi juga agak kecewa dengan kondisi yang ada
di Kabupaten Brebes;

e Bahwa saksi menemukan, versi timses ada selisih pengurangan suara
Hanura dan penggelembungan PAN;

e Bahwa dari catatan tim Hanura mendapat 3.319 suara, versi KPU mendapat

2.823 suara ada selisih 496 suara;
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e Bahwa total suara untuk Partai Hanura 97.152 suara dan saksi
mendapatkan data itu setelah tanggal 26 April 2014 setelah rekap di KPU
provinsi;

e Bahwa saksi tidak melaporkan ke KPU karena dari tim saksi tidak percaya

penyelenggara yang ada di Kabupaten Brebes;

3. WARDI

e Bahwa saksi sebagai saksi di tingkat kabupaten dari Partai Hanura dan
saksi di tingkat Kecamatan Tanjung, Kersana, Losari;

e Bahwa proses rekapitulasi terjadi 3 hari di Kabupaten Brebes;

e Bahwa semua saksi partai hadir termasuk Panwas;

e Bahwa saksi menandatangani hasil rekapitulasi di formulir DB-1 dan saksi
berpegang pada hasil suara rekapitulasi di tingkat kecamatan;

e Bahwa saksi tidak tandatangan di formulir DB-2;

e Bahwa temuan adanya kecurangan sebelum rekap Nasional;

e Bahwa faktanya Bawaslu dan panwaslu banyak tidak di percaya saksi partai
politik karena sering melakukan pembiaran di lapangan;

e Bahwa saksi banyak menerima laporan, dari PAC di bawah tingkatan saksi
ada penggelembungan dan pengurangan suara untuk Partai Hanura;

e Bahwa saat itu saksi tidak mengungkapkan di kabupaten karena data yang
saksi temukan setelah rekapitulasi belum lengkap;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon

memberikan jawaban bertanggal 26 Mei 2014 yang sebagaimana diperbaiki
dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan
Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal

sebagai berikut.

1.1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi
a) Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus
sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) didasarkan pada ketentuan
pasal 272 ayat (1) jo pasal 271 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012
Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, JI. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



26

1 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya

disebut “Undang-Undang Pemilu”), yang berbunyi:

Pasal 272 ayat (1)

“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu

secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan

pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU
kepada Mahkamah Konstitusi;”

Pasal 271

(1) Perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta
Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara
nasional;

(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan
perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta
Pemilu;

b) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, secara tegas Undang-
Undang membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi salah satunya
adalah dapat menyelesaikan perkara sengketa Perselisihan Hasil Pemilu
(PHPU) yang obyeknya adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu
secara nasional, yang mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu.
Secara a contrario, terhadap hal-hal lain diluar Perselisihan Hasil Pemilu
(PHPU) bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;

c) Bahwa apabila memperhatikan dalil-dalil dalam permohonan Pemohon yang
bertalian dengan:

(1) Petitum huruf bhalaman214, dimana Pemohon meminta pengenaan
sanksi pidana.

(2) Kepada Termohon terkait dengan penyelenggaraan Pemilu yang
terbukti melakukan pelanggaran Pemilu di Provinsi Jawa Tengah
DAPIL Jawa Tengah VI.

(3) Termohon dipandang melanggar etika dan asaspenyelenggaraan
Pemilu di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Balangan, Dapil I,
sebagaimana Halaman 301.

(4) Pemohon melampirkan bukti P.10.29. halaman 217, dimana

penyelenggara Pemilu dipandang melanggar tindak pidana Pemilu di

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, JI. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



27

1 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Provinsi Jawa Timur DAPIL V.

(5) Pemohon meminta pemilu ulang di provinsi Kepulauan Riau
sebagaimana dalil Pemohon pada halaman 24, Provinsi Lampung
sebagaimana halaman 123, KabupatenMinahasa Utara dapil Il
halaman 327, Bengkulu Utara (Kec.Arga Makmur, Kec. Napal Putih,
Kec. Arma Jaya dan Kec. Ketahun halaman 95, Provinsi Jawa Tengah
Dapil IV halaman 231, Jatim |l Kab. Pasuruan halaman 271, Dapil |
Balangan halaman 323, Provinsi Sulawesi Utara, KelurahanAirmadidi
Atas, dan KelurahanAirmadidi, Kec.Airmadidi,KabupatenMinahasa
Utarahalaman 330, DAPIL Il Kabupaten Nagan Raya halaman 462,
DAPIL Il LampungProvinsi Lampung halaman 480, Provinsi Jawa
Tengah DAPIL IV halaman 489, Kalimantan Selatan Kab. Balangan
Dapil | halaman 496.

Jelas dalil-dalil tersebut bukan merupakan kewenangan (kompetensi
absolut) dari Mahkamah Konstitusi karena bukan merupakan keputusan
Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait penetapan perolehan suara yang

diumumkan secara nasional.

Bahwa khusus berkaitan dengan pemungutan suara ulang, berdasarkan
ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012
tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemungutan

suara ulang hanya dapat dilakukan dalam hal sebagai berikut:

(a) Apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan
hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan
suara tidak dapat dilakukan;

(b) Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu
Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

() pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan
penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang
ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

(i) petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus,

menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, JI. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



28

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

suara yang sudah digunakan; dan/atau

(i) petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah
digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi
tidak sah.

Selain itu, prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah

ditentukan, sebagai berikut:

(1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan
menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya
pemungutan suara ulang.

(2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan
kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan
diadakannya pemungutan suara ulang.

(3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10
(sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan
keputusan PPK

Bahwa oleh karena itu, berdasarkan ketentuan-ketentuan

sebagaimana tersebut di atas, maka Permohanan Pemohonyang

berkenaan dengan permintaan untuk dapat dilakukannya pemungutan

suara ulang atas hasil Pemilu, harus dikesampingkan.

1.2. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti permohonan
Pemohon dalam perkara ini tidak sesuai dengan ketentuan pasal 272 ayat (1)
jo. pasal 271 Undang-Undang Pemilu. Oleh karena itu, maka patut dan wajar
kiranya jika Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (niet

onvankelijkverklaard);

1.3. Tenggang Waktu

1.3.1. Bahwa permohonan Pemohon telah kadaluarsa, karena diajukan lebih
dari waktu yang telah ditentukan oleh hukum vyaitu paling lambat 3x24
jam sejak termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil
pemilu secara nasional, sebagaimana dimaksud dalam pasal 9
Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 Tahun 2014.

1.3.2. Bahwa permohonan Pemohon yang telah kadaluarsa dimaksud vyaitu
Permohonan Pemohon pada halaman 130 dalam perbaikan
permohonan tertanggal 24 Mei 2014, akibat dimasukkanya “perolehan
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suara pemohon (partai Hanura) di Kabupaten Lampung Tengah untuk
mengisi keanggotaan DPRD Kabupaten Lampung Tengah 2.

1.3.3. Bahwa alasan kadaluarsanya permohonan dimaksud dikarenakan
didalam permohonan pertama Pemohon tertanggal 15 Mei 2014 tidak
pernah sebelumnya mencantumkan persoalan tentangperolehan suara
pemohon (partai Hanura) di Kabupaten Lampung Tengah untuk mengisi
keanggotaan DPRD Kabupaten Lampung tengah 2”, namun tiba tiba
muncul dalam perbaikan permohonan tertanggal 24 Mei 2014, sehingga
dapat disimpulkan bahwa pengajuan permohonan berkaitan dengan
perolehan suara pemohon (partai Hanura) di Kabupaten Lampung
Tengah untuk mengisi keanggotaan DPRD Kabupaten Lampung
Tengah 2” dilakukan oleh pemohon pada tanggal 24 Mei 2014. Padahal
antara tanggal 15 mei 2014 sampai dengan tanggal 24 Mei 2014 lebih
dari jangka waktu 3 x 24 jam, oleh karena itu sudah selayaknya

permohonan Pemohon dalam bab ini dinyatakan tidak dapat diterima.

1.4. Permohonan Tidak Jelas (Obscuur Libel)

1.4.1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 Peraturan
Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 Tahun 2014 mengatur mengenai
uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil
penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil
penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk
membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh
Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar
menurut Pemohon.

1.4.2. Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004mengatur
mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonantidak jelas,
yaitu:

“Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyatakan:

permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3
dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal
11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;"
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Oleh karena itu, dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan
tersebut di atas, maka dalil-dalii Pemohon yang tidak jelas (Obscuur
Libel) sebagaimana diuraikan pada halaman-halaman berikut ini
seyogyanya harus dinyatakantidak dapat diterima, antara lain :

Bahwa di dalam dalil halaman 105 s/d halaman 109 tentang perolehan
suara Pemohon di Provinsi Lampung Dapil I, Pemohonmendalilkan “...
telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang Dbersifat tersruktur,
sistematis dan masif tanpa ada upaya sungguh-sunguh ... dst”, dalil
tersebut tidak ada korelasinya dengan permohonan ini, sehingga
menimbulkan ketidak jelasan/kabur (obscuur libel), apakah Pemohon
ingin melaporkan adanya pelanggaran pemilu atau perselisihan hasil
pemilihan umum (PHPU). Hal ini jelas tidak sesuai dengan ketentuan
Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi
(PMK) No. 1 tahun 2014. Dengan demikian permohonan Pemohon

dalam perkara ini patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa apa yang telah Termohon kemukakan pada eksepsi di atas mutatis
mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban
dalam pokok permohonan ini.

2. Bahwa Termohon secara tegas menolak semua dalil-dalil permohonan
Pemohon kecuali yang Termohon akui secara tegas kebenarannya.

3. Bahwa sebagaimana prinsip beban pembuktian (burden of proof/bewijslast),
Termohon mensomeer dalil-dalil Pemohon untuk dibuktikan kebenaran dalil-
dalilnya.

4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon keliru
dan salah dalam menghitung suara nasional partai diberbagai Dapil.Yang
benar dalam tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan
Umum Tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-
undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip Langsung Umum Bebas
Rahasia (LUBER) dan Jujur dan Adil (JURDIL).
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5. Bahwa secara umum terhadap proses penghitungan suara Pemilu di TPS telah

diselenggarakan tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh para
saksiPemohon yang hadir. Semua proses tersebut telah terekap dalam formulir
C1l Plano, yang secara obyektif tidak mungkin dimanipulasi dalam bentuk
apapun, karena hanya dibuat 1 (satu) rangkap, pembuatannya diawasi oleh
Panwas atau Mitra Pengawas Pemilu Lapangan, dan disaksikan oleh para
saksi serta masyarakat yang hadir.

6. Bahwa Selanjutnya, JawabanTermohon dalam Pokok Perkara selengkapnya

sebagai berikut:

1.8. Provinsi Jawa Tengah
2.10.1. Perolehan Suara Pemohon (Partai Hanura) di Provinsi Jawa Tengah

Untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI Provinsi Dapil Jawa Tengah IV

(Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karang Anyar, Kabupaten Sragen)

- Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon kecuali diakui
kebenarannya oleh Termohon

- Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menguraikan secara
terperinci apa yang menjadi dasar gugatannya. Pemohon hanya
menyebutkan adanya perbedaan perolehan suara Pemohon dengan
data Termohon di Daerah Pemilihan Jawa Tengah 4 (Kabupaten
Wonogiri, Karanganyar dan Sragen) untuk Pemilu Anggota DPR,
sehingga Termohon menilai permohonan Pemohonkabur (obscure
libel). Pemohon hanya menyebutkan adanya selisih suara sebanyak
6.381 di Daerah Pemilihan Jawa Tengah 4 untuk Pemilu Anggota
DPR. Data yang disampaikan Pemohon tersebut tentu saja salah
karena tidak didasarkan pada fakta yang sebenarnya sesuai dengan
data yang ada di Kabupaten Wonogiri, Karanganyar dan Sragen.

- Bahwa Termohonmemberi uraian perolehan suara Pemohon yang
sebenarnya di Daerah Pemilihan Jawa Tengah 4 (Kabupaten Wonogiri,
Karanganyar dan Sragen) sebagai berikut:

Perolehan suara
No Kab/kota Termohon Pemohon
1 Karanganyar 67.956
2 Sragen 13.001 98.495
3 Wonogiri 11.157
Total 92.114 98.495
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Perolehan suara Pemohon sebanyak 92.114 adalah benar adanya dan
telah sesuai dengan formlir Model DC-1 DPR dan formlir Model DB-1
DPR di Kabupaten Wonogiri, Karanganyar dan Sragen.

- Bahwa pada permohonannya, Pemohon menyajikan data perolehan
suara Pemohon versi Pemohon yang dibandingkan dengan versi
Termohon, serta melampirkan bukti-bukti pendukung.

- Bahwa tidak benar dalilPemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi
penggelembungan suara dan pengurangan suara, yang benar proses
penghitungan suara pada semua TPS di Dapil IV telah berjalan lancar
dengan disaksikan dan ditandatangani oleh saksi yang hadir, serta
tidak ada kejadian khusus maupun keberatan saksi.

- Bahwa alasan-alasan dan keberatan Pemohon yang diluar kesalahan
perhitungan suara, mohon agar dapat dikesampingkan dan dalil-dalil
yang disampaikan oleh Pemohon pada permohonannya yang tidak
beralasan dan tidak didukung bukti-bukti yang kuat, sudah sepatutnya
ditolak.

2.10.2. Kabupaten Karanganyar

- Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon kecuali diakui
kebenarannya oleh Termohon

- Bahwa Keberatan Pemohon atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional
dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, pada DAPIL Jawa Tengah IV
adalah tidak dapat dibuktikan;

- Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil-dalii Pemohon,
berdasarkan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai
berikut :

Tabel 2. : Alat Bukti Termohon Terhadap Permohonan (Partai
Hanura) di Kabupaten Karanganyar Untuk Pengisian

keanggotaan DPR

Perolehan Suara Alat Bukti
Termohon Pemohon Termohon

) (2) ®) (4) (5)

No. Partai
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1. Hanura 67.956 71.076
2. Demokrat 45,746 37.482
3. PKB 20.379 17.282
4, PAN 33.045 26.856
Keterangan:

Penjelasan alat bukti sebagai berikut:

1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan
DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat
Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 (Model DB);

2. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Pengitungan Perolehan Suara dari
setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model
DB-1);

- Bahwa alat bukti yang Termohon sampaikan sebagaimana dimaksud
huruf a, ditetapkan oleh Termohon dalam rapat pleno terbuka yang
dihadiri oleh Panwaslu dan Saksi-Saksi Partai Politik serta saksi-saksi
Calon DPD;

- Bahwa dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud angka 2, Termohon
memberikan kesempatan kepada semua saksi-saksi yang hadir, untuk
menyampaikan koreksi, masukan dan tanggapan terhadap hasil
rekapitulasi apabila terdapat perbedaan data, sehingga sesuai
mekanisme apabila terdapat perbedaan data dapat diselesaikan dalam
rapat pleno tersebut

- Bahwa saksi Pemohon hadir dalam rapat pleno sebagaimana
dimaksud huruf a, dan bersedia menandatangani Berita Acara
sebagaimana dimaksud bukti diatas.

- Bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas tidak ada keberatan terhadap
hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Karanganyar dari saksi Pemohon

yang hadir dalam rapat pleno tersebut.
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Tabel 3. Persandingan Perolehan Suara Pemohon (Partai Hanura) dengan Partai Demokrat dan Partai PKB di 16 (Enam
Belas) Kecamatan di Kabupaten Karanganyar

Perolehan Suara Alat Bukti
No. Kecamatan Termohon Pemohon Termohon
HANURA PKB DEMOKRAT | HANURA PKB DEMOKRAT DA D1 C1l

1) 2) 3) 4) 5) (6) ) (8) 9) (10) (11)

1. | Mojogedang 5139 1854 | 2008 ] : ) 7102 | T7-1019sd.T-1031 | T-10.196 s.d. T-10.208
2. | Karanganyar 5985 1767 12008 ] \ : 7103 | T-1041sd.T-1052 | T-10.218 s.d. T-10.229
3. | Matesin — 386 677 ] > _ 7104 | 7-10.325.d.T-10.40 | T-10.209 s.d. T-10.217
2 | Kerjo 2825 513 | 230 ] ¢ ; 7105 | T-1092sd.T-10.101 | T-10.269 s.d. T-10.278
5 | Jenawi 1628 522 | 2125 : " : 7106 | 7-10835d.T-10.91 | T-10.260 s.d. T-10.268
6. | Tawangmangu | 5018 608 4857 i ] - 7108 | 7-1053s.d.T-10.62 | 1-10.230 s.d. T-10.239
7. | Karangpandan | 3599 - 1059 . i : 7109 | 7-10.635.d.T-10.73 | T-10.240 s.d. T-10.250
8 | Jumantono 3251 2230 | 1118 g C i 71010 | T-10.102 5.d. T-10.112 | T-10.279 s.d. T-10.289
9. | Jumapolo 2461 365 — ] : 3 71011 | T-10.113 5.d. T-10.124 | T-10.290 s.d. T-10.301
10. | Jatipuro 2071 640 2333 ] ] : 71012 | T-10.1255.d. T-10.134 | T-10.302 s.d. T-10.311
11. | Jatiyoso 2696 660 s ] ] \ 71013 | 7-10.1355.d. T-10.143 | T-10.312 s.d. T-10.320
12. | Colomadu 2054 136 3153 ] i ) 71014 | T-10.144 s.d. T-10.154 | T-10.321 s.d. T-10.331
13. | Gondangrejo 2194 o | 1477 ] ] : 71015 | T-10.1555.d . T-10.167 | T-10.332 s.d. T-10.344
14, | Jaten 353 1731 | a101 ] ] . 71016 | T-10.178 5.d. T-10.185 | T-10.355 s.d. T-10.362
15 | Kebakkramat | 5569 641 | 312 : ] - 71017 | 7-10.186 5.d. T-10.195 | T-10.363 s.d. T-10.372
16 | Tasikmady 4570 1508 | 2053 a ] ) 71018 | T-10.168 5.d. T-10.177 | T-10.345 s.d. T-10.354

Jumlah 64.938 19.648 | 44.564 - 16.552 36.299
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Tabel 4. Persandingan Perolehan Suara Pemohon (Partai Hanura) dengan Partai Amanat Nasional di 15 (Lima Belas)
Kecamatan di Kabupaten Karanganyar

Perolehan Alat Bukti
No. Kecamatan Termohon Pemohon Termohon
HANURA PAN HANURA PAN DA D1 Cl
1) 2 3) 4) ®) (6) (@) (8) 9)
1. | Mojogedang 6139 3354 \ ( T-10.2 TAYLPs.d. T-10.31 Hgégg s.d.
2. | Karanganyar 5085 2196 ; ] T-10.3 T-10.41s.d. T-10.52 T-10.218 s.d. T-10.229
3 | Matesih 7595 1464 _ ] T-104 T-10.32 s.d. T-10.40 T-10.209 s.d. T-10.217
4. | Kerjo 2825 1705 . ] T-105 T-10.92 s.d. T-10.101 T-10.269 s.d. T-10.278
5 | Jenawi 1628 959 ; ] T-10.6 T-10.83 s.d. T-10.91 T-10.260 s.d. T-10.268
6. | Ngargoyoso 3018 1888 - . T-10.7 T-10.74 5.d. T-10.82 T-10.251 s.d. T-10.259
7. | karangpandan | 3599 807 i ; T-109 T-10.63s.d. T-10.73 T-10.240 s.d. T-10.250
8 | Jumantono 3251 2505 : \ T-10.10 T-10.102s.d. T-10.112 | T-10.279 s.d. T-10.289
9 Jumapolo 2461 934 X 7 T-10.11 T-10.113 s.d. T-10.124 T-10.290 s.d. T-10.301
10. | Jatiyoso 2696 1874 \ ] T-1013 T-10.135s.d. T-10.143 | T-10.312 s.d. T-10.320
11. | Colomadu 2054 1721 ) ) T-1014 T-10.144 s.d. T-10.154 | T-10.321 s.d. T-10.331
12. | Gondangrejo 4194 1486 ] ) T-10.15 T-10.155s.d . T-10.167 | T-10.332 s.d. T-10.344
13. | Jaten 5353 4925 ] / T-10.16 T-10.178 5.d. T-10.185 | T-10.355 s.d. T-10.362
14. | Kebakkramat 5569 2295 ] ] T-1017 T-10.186 s.d. T-10.195 | T-10.363 s.d. T-10.372
15. | Tasikmadu 4570 1264 { ! T-1018 T-10.168s.d. T-10.177 | T-10.345 s.d. T-10.354
Jumlah 60.867 31.677 - 24,927 - . }
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- Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang Termohon sampaikan dalam
Tabel 2 diatas, Pernyataan Pemohon dalam hal terjadi selisih
penghitungan suara/penambahan suara dalam D1 untuk Partai
Demokrat dan Partai PKB di 16 (enam belas) Kecamatan di Kabupaten
Karanganyar tidak terbukti benar;

- Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang Termohon sampaikan dalam
Tabel 3 diatas, Pernyataan Pemohon dalam hal terjadi selisih
penghitungan suara/penambahan suara dalam D1 untuk Partai PAN di
15 (lima belas) Kecamatan di Kabupaten Karanganyar tidak terbukti
benar.

- Bahwa berdasarkan data-data beserta bukti-bukti yang Termohon
sampaikan, permohonan Pemohonterbukti tidak benar dan tidak
berdasar bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, maka permohonan
Pemohonharus ditolak sepanjang yang menyangkut Kabupaten

Karanganyar.

2.10.3. Kabupaten Wonogiri

- Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon kecuali diakui
kebenarannya oleh Termohon

- Bahwa dalam permohonan Pemohon, Pemohon hanya menyajikan
persandingan perolehan suara antara partai Hanura, Demokrat, PAN,
dan PKB, tanpa menjelaskan implikasi dan relevansi dari persandingan
perolehan suara tersebut terhadap Pemohon.

- Bahwa permohonan Pemohon yang tidak memaparkan penjelasan-
penjelasan terkait permasalahan yang dimohonkan, maka menjadikan
permohonan tersebut tidak jelas atau kabur (obscuur), sehingga sudah

sepatutnya ditolak atau setidaknya dikesampingkan

2.10.4. Kabupaten Sragen
- Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon kecuali diakui
kebenarannya oleh Termohon
- Bahwa dalam permohonan Pemohon, Pemohon hanya menyajikan

perolehan suara dan selisinnya, disertai bukti-bukti, tanpa ada
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penjelasan mengenai implikasi dan relevansi terhadap Pemohon
sendiri.

- Bahwa permohonan Pemohon yang tidak memaparkan penjelasan-
penjelasan terkait permasalahan yang dimohonkan, maka menjadikan
permohonan tersebut tidak jelas atau kabur (obscuur), sehingga sudah

sepatutnya ditolak atau setidaknya dikesampingkan.

2.10.5. Perolehan Suara Pemohon (Perseorangan) atas nama H. Budiyanto
Darmastono, SE, MSI di Provinsi Jawa Tengah Untuk Pengisian
Keanggotaan DPR RI Provinsi Dapil Jawa Tengah IV.

— Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon kecuali diakui
kebenarannya oleh Termohon

— Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menguraikan secara
terperinci apa yang menjadi dasar permohonannya. Pemohon hanya
menyebutkan adanya perbedaan perolehan suara Pemohon dengan
data Termohon di Daerah Pemilihan Jawa Tengah 4 (Kabupaten
Wonogiri, Karanganyar dan Sragen) untuk Pemilu Anggota DPR-RI.

— Bahwa permohonan yang tidak menguraikan secara terperinci terkait
dasar permohonan, mengakibatkan permohonan Pemohonmenjadi
kabur (obscuur), dan sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya

dikesampingkan demi hukum.

2.10.7. Perolehan Suara Pemohon (Partai Hanura) di Provinsi Jawa Tengah
Untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI Dapil Jawa Tengah VI
(Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten
Purworejo, Kabupaten Magelang, Kota Magelang)

— Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon kecuali diakui
kebenarannya oleh Termohon.

— Bahwa dalam permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan adanya
penggelembungan suara parpol lain dan pengurangan suara partai
Hanura.

— Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut tidak disertai dengan bukti-bukti

yang mendukung.
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— Bahwa permohonan yang tidak didukung oleh bukti-bukti yang valid,

sudah sepatutnya ditolak.

2.10.8. Perolehan Suara Pemohon (Ruyoto) di Provinsi Jawa Tengah Untuk

Pengisian Keanggotaan DPR RI Dapil Jawa Tengah IX

— Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon kecuali diakui
kebenarannya oleh Termohon.

— Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut tidak disertai dengan bukti-bukti
yang mendukung.

— Bahwa permohonan yang tidak didukung oleh bukti-bukti yang valid,
sudah sepatutnya ditolak.

— Bahwa Permohonan oleh Pemohon (Ruyoto) ini merupakan tambahan
yang tidak pernah dimasukkan dalam permohonan awal (3x24 jam
pertama) ataupun perbaikan permohonan (3x24 jam kedua) oleh
Pemohon, sehingga permohonan Pemohon berkaitan dengan
permasalahan a quo telah melewati tenggang waktu sebagaimana pula
telah Termohon sampaikan dalam bagian Eksepsi dan sudah
selayaknya apabila Permohonan a quo ditolak.

lll. Petitum

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon

memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai

berikut.

Dalam Eksepsi

- Menerima dan Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

- Menyatakan Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014,

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-

adilnya (ex aequo et bono).
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[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan

alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang disahkan dalam persidangan
tanggal 12 Juni 2014 sebagai berikut:

1. Bukti T-10 JATENGIV.1 Fotokopi  Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
Calon Anggota DPR. DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Koia serta Calon Anggota DPD di Tingkat
Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 (Model
DB)

2. Bukti T-10 JATENGIV.2 Fotokopi Berita  Acara Rekapitulasi hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon Anggota DPR di tingkat Kecamatan (Model DA
dan DA-I) Mojogedang

3. Bukti T-10 JATENGIV.3 Fotokopi Berita  Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPR di tingkat Kecamatan (Model-
DA-dan DA-1) Karanganyar

4. Bukti T-10 JATENGIV.4 Fotokopi Berita ~ Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPR di tingkat Kecamatan (Model-
DA-dan DA-1) Matesih

5. Bukti T-10 JATENGIV.5 Fotokopi  Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPR di tingkat Kecamatan (Model-
DA-dan DA-1) Kecamatan Kerjo

6. Bukti T-10 JATENGIV.6 Fotokopi Berita  Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPR di tingkat Kecamatan (Model-

DA-dan DA-1) Kercamatan Jenawi
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7. Bukti T-10 JATENGIV.7 Fotokopi Berita  Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPR di tingkat Kecamatan (Model-
DA-dan DA-1) Ngargoyoso

8. Bukti T-10 JATENGIV.8 Fotokopi Berita ~ Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPR di tingkat Kecamatan (Model-
DA-dan DA-1)

9. Bukti T-10 JATENGIV.9 Fotokopi  Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPR di tingkat Kecamatan (Model-
DA-dan DA-1) Karangpandan

10. Bukti T-10 JATENGIV.10 Fotokopi Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPR di tingkat Kecamatan (Model-
DA-dan DA-1) Jumantono

11. Bukti T-10 JATENGIV.11 Fotokopi Berita  Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPR di tingkat Kecamatan (Model-
DA-dan DA-1) Jumapolo

12. Bukti T-10 JATENGIV.12 Fotokopi Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPR di tingkat Kecamatan (Model-
DA-dan DA-1) Jatipuro

13. Bukti T-10 JATENGIV.13 Fotokopi Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPR di tingkat Kecamatan (Model-
DA-dan DA-1) Jatiyoso

14. Bukti T-10 JATENGIV.14 Fotokopi Berita  Acara Rekapitulasi Hasil

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, JI. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



69

Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPR di tingkat Kecamatan (Model-
DA-dan DA-1) Colomadu

15. Bukti T-10 JATENGIV.15 Fotokopi Berita ~ Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPR di tingkat Kecamatan (Model-
DA-dan DA-1) Gondangrejo

16.  Bukti T-10 JATENGIV.16 Fotokopi  Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPR di tingkat Kecamatan (Model-
DA-dan DA-1)Jaten

17. Bukti T-10 JATENGIV.17 Fotokopi Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPR di tingkat Kecamatan (Model-
DA-dan DA-1) Kebakkramat

18. Bukti T-10 JATENGIV.18 Fotokopi Berita  Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPR di tingkat Kecamatan (Model-
DA-dan DA-1) Tasikmadu

19. Bukti T-10 JATENGIV.19 Fotokopi Berita ~ Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Mojogedang Kec Mojogedang

20.  Bukti T-10 JATENGIV.20 Fotokopi  Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Seworejo Kec Mojogedang

21. Bukti T-10 JATENGIV.21 Fotokopi Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
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Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Pojok Kec Mojogedang

22. Bukti T-10 JATENGIV.22 Fotokopi Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Gebyo Kec Mojogedang

23.  Bukti T-10 JATENGIV.23 Fotokopi  Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Gentungan Kec Mojogedang

24. Bukti T-10 JATENGIV.24 Fotokopi Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Munggur Kec Mojogedang

25. Bukti T-10 JATENGIV.25 Fotokopi Berita  Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Kaliboto Kec Mojogedang

26. Bukti T-10 JATENGIV.26 Fotokopi Berita ~ Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Buntar Kec Mojogedang

27.  Bukti T-10 JATENGIV.27 Fotokopi  Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Kedungjeruk Kec Mojogedang

28. Bukti T-10 JATENGIV.28 Fotokopi Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
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Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Pereng Kec Mojogedang

29. Bukti T-10 JATENGIV.29 Fotokopi Berita  Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Pendem Kec Mojogedang

30. Bukti T-10 JATENGIV.30 Fotokopi Berita ~ Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Ngadirejo Kec Mojogedang

31. Bukti T-10 JATENGIV.31 Fotokopi Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Mojoroto Kec Mojogedang

32. Bukti T-10 JATENGIV.32 Fotokopi Berita  Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Matesih Kec Matesih

33. Bukti T-10 JATENGIV.33 Fotokopi Berita ~ Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Ngadiluwih Kec Matesih

34.  Bukti T-10 JATENGIV.34 Fotokopi  Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Girilayu Kec Matesih

35. Bukti T-10 JATENGIV.35 Fotokopi Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
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(Model D1) Desa Dawung Kec Matesih

36. Bukti T-10 JATENGIV.36 Fotokopi Berita  Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Pablengan Kec Matesih

37. Bukti T-10 JATENGIV.37 Fotokopi Berita ~ Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Koripan Kec Matesih;

38.  Bukti T-10 JATENGIV.38 Fotokopi  Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Plosorejo Kec Matesih;

39. Bukti T-10 JATENGIV.39 Fotokopi Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Gantiwarno Kec Matesih;

40. Bukti T-10 JATENGIV.40 Fotokopi Berita ~ Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Karangbangun Kec Matesih;

41.  Bukti T-10 JATENGIV.41 Fotokopi  Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Lalung Kec Karanganyar;

42. Bukti T-10 JATENGIV.42 Fotokopi Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Bolong Kec Karanganyar;
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43. Bukti T-10 JATENGIV.43 Fotokopi Berita  Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Jantiharjo Kec Karanganyar;

44, Bukti T-10 JATENGIV.44 Fotokopi Berita ~ Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Tegalgede Kec Karanganyar;

45.  Bukti T-10 JATENGIV.45 Fotokopi  Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Jungke Kec Karanganyar;

46. Bukti T-10 JATENGIV.46 Fotokopi Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Cangakan Kec Karanganyar;

47. Bukti T-10 JATENGIV.47 Fotokopi Berita  Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Karanganyar Kec Karanganyar;

48. Bukti T-10 JATENGIV.48 Fotokopi Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Bejen Kec Karanganyar;

49, Bukti T-10 JATENGIV.49 Fotokopi Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Popongan Kec Karanganyar;

50. Bukti T-10 JATENGIV.50 Fotokopi Berita  Acara Rekapitulasi Hasil
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Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Gayamdompo Kec Karanganyar;

51. Bukti T-10 JATENGIV.51 Fotokopi Berita ~ Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Delingan Kec Karanganyar;

52.  Bukti T-10 JATENGIV.52 Fotokopi  Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Gedong Kec Karanganyar;

53. Bukti T-10 JATENGIV.53 Fotokopi Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Bandardawung Kec Tawangmangu;

54, Bukti T-10 JATENGIV.54 Fotokopi Berita  Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Sepanjang Kec Tawangmangu;

55. Bukti T-10 JATENGIV.55 Fotokopi Berita ~ Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Tawangmangu Kec Tawangmangu;

56.  Bukti T-10 JATENGIV.56 Fotokopi  Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Kalisoro Kec Tawangmangui;

57. Bukti T-10 JATENGIV.57 Fotokopi Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
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Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Blumbang Kec Tawangmangu;

58. Bukti T-10 JATENGIV.58 Fotokopi Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Gondosuli Kec Tawangmangu;

59.  Bukti T-10 JATENGIV.59 Fotokopi  Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Tengklik Kec Tawangmangu;

60. Bukti T-10 JATENGIV.60 Fotokopi Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Nglebak Kec Tawangmangu;

61. Bukti T-10 JATENGIV.61 Fotokopi Berita  Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Karanglo Kec Tawangmangu;

62. Bukti T-10 JATENGIV.62 Fotokopi Berita ~ Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Plumbon Kec Tawangmangu;

63.  Bukti T-10 JATENGIV.63 Fotokopi  Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Karangpandan Kec Karangpandan;

64. Bukti T-10 JATENGIV.64 Fotokopi Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
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Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Doplang Kec Karangpandan;

65. Bukti T-10 JATENGIV.65 Fotokopi Berita  Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Ngemplak Kec Karangpandan;

66. Bukti T-10 JATENGIV.66 Fotokopi Berita ~ Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Tohkuning Kec Karangpandan;

67. Bukti T-10 JATENGIV.67 Fotokopi Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Bangsri Kec Karangpandan;

68. Bukti T-10 JATENGIV.68 Fotokopi Berita  Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Gondangmanis Kec Karangpandan;

69. Bukti T-10 JATENGIV.69 Fotokopi Berita ~ Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Dayu Kec Karangpandan;

70.  Bukti T-10 JATENGIV.70 Fotokopi  Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Harjosari Kec Karangpandan;

71. Bukti T-10 JATENGIV.71 Fotokopi Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
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(Model D1) Desa Gerdu Kec Karangpandan;

72. Bukti T-10 JATENGIV.72 Fotokopi Berita  Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Salam Kec Karangpandan;

73. Bukti T-10 JATENGIV.73 Fotokopi Berita ~ Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Karang Kec Karangpandan;

74.  Bukti T-10 JATENGIV.74 Fotokopi  Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Nglegok Kec Ngargoyoso;

75. Bukti T-10 JATENGIV.75 Fotokopi Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Dukuh Kec Ngargoyoso;

76. Bukti T-10 JATENGIV.76 Fotokopi Berita ~ Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Jatirejo Kec Ngargoyoso;

77.  Bukti T-10 JATENGIV.77 Fotokopi  Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Segorogunung Kec Ngargoyoso;

78. Bukti T-10 JATENGIV.78 Fotokopi Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Kemuning Kec Ngargoyoso;
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79. Bukti T-10 JATENGIV.79 Fotokopi Berita  Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Girimulyo Kec Ngargoyoso;

80. Bukti T-10 JATENGIV.80 Fotokopi Berita ~ Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Puntukrejo Kec Ngargoyoso;

81.  Bukti T-10 JATENGIV.81 Fotokopi  Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Berjo Kec Ngargoyoso;

82. Bukti T-10 JATENGIV.82 Fotokopi Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Ngargoyoso Kec Ngargoyoso;

83. Bukti T-10 JATENGIV.83 Fotokopi Berita  Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Gumeng Kec Jenawi;

84. Bukti T-10 JATENGIV.84 Fotokopi Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Anggrasmanis Kec Jenawi;

85. Bukti T-10 JATENGIV.85 Fotokopi Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Jenawi Kec Jenawi;

86. Bukti T-10 JATENGIV.86 Fotokopi Berita  Acara Rekapitulasi Hasil
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Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Sidomukti Kec Jenawi;

87. Bukti T-10 JATENGIV.87 Fotokopi Berita ~ Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Trengguli Kec Jenawi;

88.  Bukti T-10 JATENGIV.88 Fotokopi  Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Balong Kec Jenawi;

89. Bukti T-10 JATENGIV.89 Fotokopi Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Menjing Kec Jenawi;

90. Bukti T-10 JATENGIV.90 Fotokopi Berita  Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Selomoro Kec Jenawi;

91. Bukti T-10 JATENGIV.91 Fotokopi Berita ~ Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Lempong Kec Jenawi;

92.  Bukti T-10 JATENGIV.92 Fotokopi  Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Sumberejo Kec Kerjo;

93. Bukti T-10 JATENGIV.93 Fotokopi Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
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Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Plosorejo Kec Kerjo;

94. Bukti T-10 JATENGIV.94 Fotokopi Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Kwadungan Kec Kerjo;

95.  Bukti T-10 JATENGIV.95 Fotokopi  Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Botok Kec Kerjo;

96. Bukti T-10 JATENGIV.96 Fotokopi Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Tamansari Kec Kerjo;

97. Bukti T-10 JATENGIV.97 Fotokopi Berita  Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Ganten Kec Kerjo;

98. Bukti T-10 JATENGIV.98 Fotokopi Berita ~ Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Kuto Kec Kerjo;

99.  Bukti T-10 JATENGIV.99 Fotokopi  Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Gempolan Kec Kerjo;

100. Bukti T-10 JATENGIV.100 Fotokopi Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, JI. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



81

Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Karangrejo Kec Kerjo;

101. Bukti T-10 JATENGIV.101 Fotokopi Berita  Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Tawangsari Kec Kerjo;

102. Bukti T-10 JATENGIV.102 Fotokopi Berita ~ Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Sambirejo Kec Jumantono;

103. Bukti T-10 JATENGIV.103 Fotokopi Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Sukosari Kec Jumantono;

104. Bukti T-10 JATENGIV.104 Fotokopi Berita  Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Tugu Kec Jumantono;

105. Bukti T-10 JATENGIV.105 Fotokopi Berita ~ Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Sedayu Kec Jumantono;

106. Bukti T-10 JATENGIV.106 Fotokopi  Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Ngunut Kec Jumantono;

107. Bukti T-10 JATENGIV.107 Fotokopi Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
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(Model D1) Desa Kebak Kec Jumantono;

108. Bukti T-10 JATENGIV.108 Fotokopi Berita  Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Genengan Kec Jumantono;

109. Bukti T-10 JATENGIV.109 Fotokopi Berita ~ Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Blorong Kec Jumantono;

110. Bukti T-10 JATENGIV.110 Fotokopi  Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Sringin Kec Jumantono;

111. Bukti T-10 JATENGIV.111 Fotokopi Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Tunggulrejo Kec Jumantono;

112. Bukti T-10 JATENGIV.112 Fotokopi Berita ~ Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Gemantar Kec Jumantono;

113. Bukti T-10 JATENGIV.113 Fotokopi  Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Paseban Kec Jumapolo;

114. Bukti T-10 JATENGIV.114 Fotokopi Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Lemahbang Kec Jumapolo;
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115. Bukti T-10 JATENGIV.115 Fotokopi Berita  Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Karangbangun Kec Jumapolo;

116. Bukti T-10 JATENGIV.116 Fotokopi Berita ~ Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Ploso Kec Jumapolo;

117. Bukti T-10 JATENGIV.117 Fotokopi  Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Giriwongo Kec Jumapolo;

118. Bukti T-10 JATENGIV.118 Fotokopi Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Kadipiro Kec Jumapolo;

119. Bukti T-10 JATENGIV.119 Fotokopi Berita  Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Jumantoro Kec Jumapolo;

120. Bukti T-10 JATENGIV.120 Fotokopi Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Kedawung Kec Jumapolo;

121. Bukti T-10 JATENGIV.121 Fotokopi Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Bakalan Kec Jumapolo;

122. Bukti T-10 JATENGIV.122 Fotokopi Berita  Acara Rekapitulasi Hasil
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Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Jumapolo Kec Jumapolo;

123. Bukti T-10 JATENGIV.123 Fotokopi Berita ~ Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Kwangsan Kec Jumapolo;

124. Bukti T-10 JATENGIV.124 Fotokopi  Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Jatirejo Kec Jumapolo;

125. Bukti T-10 JATENGIV.125 Fotokopi Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Jatipurwo Kec Jatipuro;

126. Bukti T-10 JATENGIV.126 Fotokopi Berita  Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Jatiwarno Kec Jatipuro;

127. Bukti T-10 JATENGIV.127 Fotokopi Berita ~ Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Jatisuko Kec Jatipuro;

128. Bukti T-10 JATENGIV.128 Fotokopi  Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Jatisobo Kec Jatipuro;

129. Bukti T-10 JATENGIV.129 Fotokopi Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
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Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Jatimulyo Kec Jatipuro;

130. Bukti T-10 JATENGIV.130 Fotokopi Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Jatiharjo Kec Jatipuro;

131. Bukti T-10 JATENGIV.131 Fotokopi  Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Ngepungsari Kec Jatipuro;

132. Bukti T-10 JATENGIV.132 Fotokopi Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Jatiroyo Kec Jatipuro;

133. Bukti T-10 JATENGIV.133 Fotokopi Berita  Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Jatipuro Kec Jatipuro;

134. Bukti T-10 JATENGIV.134 Fotokopi Berita ~ Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Jatikuwung Kec Jatipuro;

135. Bukti T-10 JATENGIV.135 Fotokopi  Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Jatisawit Kec Jatiyoso;

136. Bukti T-10 JATENGIV.136 Fotokopi Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
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Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Petung Kec Jatiyoso;

137. Bukti T-10 JATENGIV.137 Fotokopi Berita  Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Wonokeling Kec Jatiyoso;

138. Bukti T-10 JATENGIV.138 Fotokopi Berita ~ Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Jatiyoso Kec Jatiyoso;

139. Bukti T-10 JATENGIV.139 Fotokopi Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Tlobo Kec Jatiyoso;

140. Bukti T-10 JATENGIV.140 Fotokopi Berita  Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Wonorejo Kec Jatiyoso;

141. Bukti T-10 JATENGIV.141 Fotokopi Berita ~ Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Beruk Kec Jatiyoso;

142. Bukti T-10 JATENGIV.142 Fotokopi  Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Karangsari Kec Jatiyoso;

143. Bukti T-10 JATENGIV.143 Fotokopi Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
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(Model D1) Desa Wukirsawit Kec Jatiyoso;

144. Bukti T-10 JATENGIV.144 Fotokopi Berita  Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Ngasem Kec Colomadu;

145. Bukti T-10 JATENGIV.145 Fotokopi Berita ~ Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Malangjiwan Kec Colomadu;

146. Bukti T-10 JATENGIV.146 Fotokopi  Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Gawanan Kec Colomadu;

147. Bukti T-10 JATENGIV.147 Fotokopi Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Paulan Kec Colomadu;

148. Bukti T-10 JATENGIV.148 Fotokopi Berita ~ Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Gajahan Kec Colomadu;

149. Bukti T-10 JATENGIV.149 Fotokopi  Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Blulukan Kec Colomadu;

150. Bukti T-10 JATENGIV.150 Fotokopi Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan

(Model D1) Desa Baturan Kec Colomadu;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, JI. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



88

151. Bukti T-10 JATENGIV.151 Fotokopi Berita  Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Klodran Kec Colomadu;

152. Bukti T-10 JATENGIV.152 Fotokopi Berita ~ Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Gedongan Kec Colomadu;

153. Bukti T-10 JATENGIV.153 Fotokopi  Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Bolon Kec Colomadu;

154. Bukti T-10 JATENGIV.154 Fotokopi Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Tohudan Kec Colomadu;

155. Bukti T-10 JATENGIV.155 Fotokopi Berita  Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Wonosari Kec Gondangrejo;

156. Bukti T-10 JATENGIV.156 Fotokopi Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Dayu Kec Gondangrejo;

157. Bukti T-10 JATENGIV.157 Fotokopi Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Karangturi Kec Gondangrejo;

158. Bukti T-10 JATENGIV.158 Fotokopi Berita  Acara Rekapitulasi Hasil
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Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Kragan Kec Gondangrejo;

159. Bukti T-10 JATENGIV.159 Fotokopi Berita ~ Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Jatikuwung Kec Gondangrejo;

160. Bukti T-10 JATENGIV.160 Fotokopi  Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Bulurejo Kec Gondangrejo;

161. Bukti T-10 JATENGIV.161 Fotokopi Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Rejosari Kec Gondangrejo;

162. Bukti T-10 JATENGIV.162 Fotokopi Berita  Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Tuban Kec Gondangrejo;

163. Bukti T-10 JATENGIV.163 Fotokopi Berita ~ Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Krendowahono Kec Gondangrejo;

164. Bukti T-10 JATENGIV.164 Fotokopi  Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Jeruksawit Kec Gondangrejo;

165. Bukti T-10 JATENGIV.165 Fotokopi Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
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Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Wonorejo Kec Gondangrejo;

166. Bukti T-10 JATENGIV.166 Fotokopi Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Selokaton Kec Gondangrejo;

167. Bukti T-10 JATENGIV.167 Fotokopi  Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Plesungan Kec Gondangrejo;

168. Bukti T-10 JATENGIV.168 Fotokopi Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Buran Kec Tasikmadu;

169. Bukti T-10 JATENGIV.169 Fotokopi Berita  Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Papahan Kec Tasikmadu;

170. Bukti T-10 JATENGIV.170 Fotokopi Berita ~ Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Ngijo Kec Tasikmadu;

171. Bukti T-10 JATENGIV.171 Fotokopi  Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Gaum Kec Tasikmadui;

172. Bukti T-10 JATENGIV.172 Fotokopi Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
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Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Suruh Kec Tasikmadu;

173. Bukti T-10 JATENGIV.173 Fotokopi Berita  Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Pandeyan Kec Tasikmadu;

174. Bukti T-10 JATENGIV.174 Fotokopi Berita ~ Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Karangmojo Kec Tasikmadu;

175. Bukti T-10 JATENGIV.175 Fotokopi Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Kaling Kec Tasikmadu;

176. Bukti T-10 JATENGIV.176 Fotokopi Berita  Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Wonolopo Kec Tasikmadu;

177. Bukti T-10 JATENGIV.177 Fotokopi Berita ~ Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Kalijirak Kec Tasikmadu;

178. Bukti T-10 JATENGIV.178 Fotokopi  Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Suruhkalang Kec Jaten;

179. Bukti T-10 JATENGIV.179 Fotokopi Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
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(Model D1) Desa Suruhkalang Kec Jaten;

180. Bukti T-10 JATENGIV.180 Fotokopi Berita  Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Jaten Kec Jaten;

181. Bukti T-10 JATENGIV.181 Fotokopi Berita ~ Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Dagen Kec Jaten;

182. Bukti T-10 JATENGIV.182 Fotokopi  Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Ngringo Kec Jaten;

183. Bukti T-10 JATENGIV.183 Fotokopi Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Jetis Kec Jaten;

184. Bukti T-10 JATENGIV.184 Fotokopi Berita ~ Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Sroyo Kec Jaten;

185. Bukti T-10 JATENGIV.185 Fotokopi  Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Brujul Kec Jaten;

186. Bukti T-10 JATENGIV.186 Fotokopi Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Banjarharjo Kec Kebakkramat;
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187. Bukti T-10 JATENGIV.187 Fotokopi Berita  Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Alastuwo Kec Kebakkramat;

188. Bukti T-10 JATENGIV.188 Fotokopi Berita ~ Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Macanan Kec Kebakkramat;

189. Bukti T-10 JATENGIV.189 Fotokopi  Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Nangsri Kec Kebakkramat;

190. Bukti T-10 JATENGIV.190 Fotokopi Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Kemiri Kec Kebakkramat;

191. Bukti T-10 JATENGIV.191 Fotokopi Berita  Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Kebak Kec Kebakkramat;

192. Bukti T-10 JATENGIV.192 Fotokopi Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Waru Kec Kebakkramat;

193. Bukti T-10 JATENGIV.193 Fotokopi Berita  Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Pulosari Kec Kebakkramat;

194. Bukti T-10 JATENGIV.194 Fotokopi Berita  Acara Rekapitulasi Hasil

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, JI. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



94

Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Malanggaten Kec Kebakkramat;

195. Bukti T-10 JATENGIV.195 Fotokopi Berita ~ Acara  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Calon
Anggota DPR. DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota dan
Calon .Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan
(Model D1) Desa Kaliwuluh Kec Kebakkramat;

196. Bukti T-10 JATENGIV.196 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Mojogedang Kec
Mojogedang;

197. Bukti T-10 JATENGIV.197 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Sewurejo Kec
Mojogedang;

198. Bukti T-10 JATENGIV.198 Fotokopi Berita ~ Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Pojok Kec
Mojogedang;

199. Bukti T-10 JATENGIV.199 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1l) semua TPS di Desa Geyogb Kec
Mojogedang;

200. Bukti T-10 JATENGIV.200 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
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Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Gentungan Kec
Mojogedang;

201. Bukti T-10 JATENGIV.201 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Munggur Kec
Mojogedang;

202. Bukti T-10 JATENGIV.202 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1l) semua TPS di Desa Kaliboto Kec
Mojogedang;

203. Bukti T-10 JATENGIV.203 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran Cl1l) semua TPS di Desa Buntar Kec
Mojogedang;

204. Bukti T-10 JATENGIV.204 Fotokopi Berita ~ Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Kedungjeruk Kec
Mojogedang;

205. Bukti T-10 JATENGIV.205 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Pereng Kec
Mojogedang;

206. Bukti T-10 JATENGIV.206 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
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Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran Cl1l) semua TPS di Desa Pendem Kec
Mojogedang;

207. Bukti T-10 JATENGIV.207 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Ngadirejo Kec
Mojogedang;

208. Bukti T-10 JATENGIV.208 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan

Lampiran C1) semua TPS di Desa Mojoroto Kec

Mojogedang;
209. Bukti T-10 JATENGIV.209 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
(lihat bukti bandingkan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
dengan 212 n 213) DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD

Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Matesih Kec
Matesih;

210. Bukti T-10 JATENGIV.210 Fotokopi Berita ~ Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1l) semua TPS di Desa Matesih Kec
Matesih;

211. Bukti T-10 JATENGIV.211 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan

Lampiran C1l) semua TPS di Desa Girilayu Kec

Matesih;
212. Bukti T-10 JATENGIV.212 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
(lihat bukti bandingkan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota

dengan 209) DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
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Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan

Lampiran C1) semua TPS di Desa Matesih Kec

Matesih;
213. Bukti T-10 JATENGIV.213 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
(lihat bukti bandingkan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
dengan 209 dan 212) DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD

Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1l) semua TPS di Desa Matesih Kec
Matesih;

214. Bukti T-10 JATENGIV.214 Fotokopi Berita ~ Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1l) semua TPS di Desa Koripan Kec
Matesih;

215. Bukti T-10 JATENGIV.215 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Plosorejo Kec
Matesih;

216. Bukti T-10 JATENGIV.216 Fotokopi Berita ~ Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Gantiwarno Kec
Matesih;

217. Bukti T-10 JATENGIV.217 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Karangbangun
Kec Matesih;

218. Bukti T-10 JATENGIV.218 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
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Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran Cl1l) semua TPS di Desa Lalung Kec
Karanganyar,;

219. Bukti T-10 JATENGIV.219 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Bolong Kec
Karanganyatr;

220. Bukti T-10 JATENGIV.220 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Jantiharjo Kec
Karanganyatr,;

221. Bukti T-10 JATENGIV.221 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Tegalgede Kec
Karanganyar;

222. Bukti T-10 JATENGIV.222 Fotokopi Berita ~ Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Jungke Kec
Karanganyatr;

223. Bukti T-10 JATENGIV.223 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Cangakan Kec
Karanganyar,;

224. Bukti T-10 JATENGIV.224 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
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Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Karanganyar Kec
Karanganyar,;

225. Bukti T-10 JATENGIV.225 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1l) semua TPS di Desa Bejen Kec
Karanganyatr;

226. Bukti T-10 JATENGIV.226 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Popongan Kec
Karanganyatr,;

227. Bukti T-10 JATENGIV.227 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Gayamdompo Kec
Karanganyar;

228. Bukti T-10 JATENGIV.228 Fotokopi Berita ~ Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Delingan Kec
Karanganyatr;

229. Bukti T-10 JATENGIV.229 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1l) semua TPS di Desa Gedong Kec
Karanganyar,;

230. Bukti T-10 JATENGIV.300 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, JI. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



100

Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran Cl1) semua TPS di Desa Bandardawung
Kec Tawangmangu;

231. Bukti T-10 JATENGIV.231 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Sepanjang Kec
Tawangmangu;

232. Bukti T-10 JATENGIV.232 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Tawamangu Kec
Tawangmangu;

233. Bukti T-10 JATENGIV.233 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran Cl1l) semua TPS di Desa Kalisoro Kec
Karanganyatr;

234. Bukti T-10 JATENGIV.234 Fotokopi Berita ~ Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Blumbang Kec
Tawangmangu;

235. Bukti T-10 JATENGIV.235 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Gondosuli Kec
Tawangmangu;

236. Bukti T-10 JATENGIV.236 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
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Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran Cl1l) semua TPS di Desa Tengklik Kec

Tawangmangu;
237. Bukti T-10 JATENGIV.237 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
(lihat dan bandingkan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
denga 230) DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD

Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Bandardawung
Kec Tawangmangu;

238. Bukti T-10 JATENGIV.238 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Karanglo Kec
Tawangmangu;

239. Bukti T-10 JATENGIV.239 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Plumbon Kec
Tawangmangu;

240. Bukti T-10 JATENGIV.240 Fotokopi Berita ~ Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Karangpandan
Kec Karangpandan;

241. Bukti T-10 JATENGIV.241 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Oplang Kec
Karangpandan;

242. Bukti T-10 JATENGIV.242 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
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Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Ngemplak Kec
Karangpandan;

243. Bukti T-10 JATENGIV.243 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Tohkuning Kec
Karangpandan;

244, Bukti T-10 JATENGIV.244 Fotokopi Berita ~ Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1l) semua TPS di Desa Bangsri Kec
Karangpandan;

245. Bukti T-10 JATENGIV.245 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Gondangmanis
Kec Karangpandan;

246. Bukti T-10 JATENGIV.246 Fotokopi Berita ~ Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Dayu Kec
Karangpandan;

247. Bukti T-10 JATENGIV.247 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Harjosari Kec
Karangpandan;

248. Bukti T-10 JATENGIV.248 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
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Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Gersdu Kec
Karangpandan;

249. Bukti T-10 JATENGIV.249 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Salam Kec
Karangpandan;

250. Bukti T-10 JATENGIV.250 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Karang Kec
Karangpandan;

251. Bukti T-10 JATENGIV.251 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran Cl1l) semua TPS di Desa Nglegok Kec
Ngargoyoso;

252. Bukti T-10 JATENGIV.252 Fotokopi Berita ~ Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1l) semua TPS di Desa Dukuh Kec
Ngargoyoso;

253. Bukti T-10 JATENGIV.253 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Jatirejo Kec
Ngargoyoso;

254. Bukti T-10 JATENGIV.254 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
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Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1l) semua TPS di Desa Segorogunung
Kec Ngargoyoso;

255. Bukti T-10 JATENGIV.255 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Kemuning Kec
Ngargoyoso;

256. Bukti T-10 JATENGIV.256 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Girimulyo Kec
Ngargoyoso;

257. Bukti T-10 JATENGIV.257 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Puntukrejo Kec
Ngargoyoso;

258. Bukti T-10 JATENGIV.258 Fotokopi Berita ~ Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Berjo Kec
Ngargoyoso;

259. Bukti T-10 JATENGIV.259 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
(lihat juga 260, bukti sama Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
bandingkan fisiknya) DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD

Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Gumeng Kec
Jenawi;

260. Bukti T-10 JATENGIV.260 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
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Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran Cl) semua TPS di Desa Gumeng Kec
Jenawi;

261. Bukti T-10 JATENGIV.261 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Anggrasmanis
Kec Jenawi;

262. Bukti T-10 JATENGIV.262 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Jenawi Kec
Jenawi;

263. Bukti T-10 JATENGIV.263 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Sidomukti Kec
Jenawi;

264. Bukti T-10 JATENGIV.264 Fotokopi Berita ~ Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa trengguli Kec
Jenawi;

265. Bukti T-10 JATENGIV.265 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Balong Kec
Jenawi;

266. Bukti T-10 JATENGIV.266 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
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Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Menjing Kec
Jenawi;

267. Bukti T-10 JATENGIV.267 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Seloromo Kec
Jenawi;

268. Bukti T-10 JATENGIV.268 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Lempong Kec
Jenawi;

269. Bukti T-10 JATENGIV.269 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Sumberejo Kec
Kerjo;

270. Bukti T-10 JATENGIV.270 Fotokopi Berita ~ Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Plosorejo Kec
Kerjo;

271. Bukti T-10 JATENGIV.271 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Kwadungan Kec
Kerjo;

272. Bukti T-10 JATENGIV.272 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
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Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Botok Kec Kerjo;

273. Bukti T-10 JATENGIV.273 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Tamansari Kec
Kerjo;

274. Bukti T-10 JATENGIV.274 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Ganten Kec Kerjo;

275. Bukti T-10 JATENGIV.275 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Kuto Kec Kerjo;

276. Bukti T-10 JATENGIV.276 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Gempolan Kec
Kerjo;

277. Bukti T-10 JATENGIV.277 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Karangrejo Kec
Kerjo;

278. Bukti T-10 JATENGIV.278 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Tawangsari Kec

Kerjo;
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279. Bukti T-10 JATENGIV.279 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Sambirejo Kec
Jumantono;

280. Bukti T-10 JATENGIV.280 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Sukosari Kec
Jumantono;

281. Bukti T-10 JATENGIV.281 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Tugu Kec
Jumantono;

282. Bukti T-10 JATENGIV.282 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1l) semua TPS di Desa Sedayu Kec
Jumantono;

283. Bukti T-10 JATENGIV.283 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Ngunut Kec
Jumantono;

284. Bukti T-10 JATENGIV.284 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1l) semua TPS di Desa Kebak Kec

Jumantono;
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285. Bukti T-10 JATENGIV.285 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Genengan Kec
Jumantono;

286. Bukti T-10 JATENGIV.286 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Blorong Kec
Jumantono;

287. Bukti T-10 JATENGIV.287 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Sringin Kec
Jumantono;

288. Bukti T-10 JATENGIV.288 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Tunggulrejo Kec
Jumantono;

289. Bukti T-10 JATENGIV.289 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Gemantar Kec
Jumantono;

290. Bukti T-10 JATENGIV.290 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Paseban Kec

Jumapolo;
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291. Bukti T-10 JATENGIV.291 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Lemahbang Kec
Jumapolo;

292. Bukti T-10 JATENGIV.292 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Karangbangun
Kec Jumapolo;

293. Bukti T-10 JATENGIV.293 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Ploso Kec
Jumapolo;

294. Bukti T-10 JATENGIV.294 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Giriwondo Kec
Jumapolo;

295. Bukti T-10 JATENGIV.295 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Kadipiro Kec
Jumapolo;

296. Bukti T-10 JATENGIV.296 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Jumantoro Kec

Jumapolo;
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297. Bukti T-10 JATENGIV.297 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Kedawung Kec
Jumapolo;

298. Bukti T-10 JATENGIV.298 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Bakalan Kec
Jumapolo;

299. Bukti T-10 JATENGIV.299 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Jumapolo Kec
Jumapolo;

300. Bukti T-10 JATENGIV.300 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Kwangsan Kec
Jumapolo;

301. Bukti T-10 JATENGIV.301 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Jatirejo Kec
Jumapolo;

302. Bukti T-10 JATENGIV.302 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Jatipurwo Kec

Jatipuro;
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303. Bukti T-10 JATENGIV.303 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Jatiwarno Kec
Jatipuro;

304. Bukti T-10 JATENGIV.304 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Jatisuko Kec
Jatipuro;

305. Bukti T-10 JATENGIV.305 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Jatisobo Kec
Jatipuro;

306. Bukti T-10 JATENGIV.306 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Jatimulyo Kec
Jatipuro;

307. Bukti T-10 JATENGIV.307 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Jatiharjo Kec
Jatipuro;

308. Bukti T-10 JATENGIV.308 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Ngepungsari Kec

Jatipuro;
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309. Bukti T-10 JATENGIV.309 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1l) semua TPS di Desa Jatiroyo Kec
Jatipuro;

310. Bukti T-10 JATENGIV.310 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Jatipuro Kec
Jatipuro;

311. Bukti T-10 JATENGIV.311 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Jatikuwung Kec
Jatipuro;

312. Bukti T-10 JATENGIV.312 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Jatisawit Kec
Jatipuro;

313. Bukti T-10 JATENGIV.313 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Petung Kec
Jatiyoso;

314. Bukti T-10 JATENGIV.314 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Wonokeling Kec

Jatiyoso;
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315. Bukti T-10 JATENGIV.315 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Jatiyoso Kec
Jatiyoso;

316. Bukti T-10 JATENGIV.316 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Tlobo Kec
Jatiyoso;

317. Bukti T-10 JATENGIV.317 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Wonorejo Kec
Jatiyoso;

318. Bukti T-10 JATENGIV.318 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Jatisawit Kec
Jatiyoso;

319. Bukti T-10 JATENGIV.319 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Karangsari Kec
Jatiyoso;

320. Bukti T-10 JATENGIV.320 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Wukirsawit Kec

Jatiyoso;
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321. Bukti T-10 JATENGIV.321 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Ngasem Kec
Colomadu;

322. Bukti T-10 JATENGIV.322 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Malangjiwan Kec
Colomadu;

323. Bukti T-10 JATENGIV.323 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Gawanan Kec
Colomadu;

324. Bukti T-10 JATENGIV.324 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Paulan Kec
Colomadu;

325. Bukti T-10 JATENGIV.325 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Gajahan Kec
Colomadu;

326. Bukti T-10 JATENGIV.326 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Blulukan Kec

Colomadu;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
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327. Bukti T-10 JATENGIV.327 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Baturan Kec
Colomadu;

328. Bukti T-10 JATENGIV.328 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Klodran Kec
Colomadu;

329. Bukti T-10 JATENGIV.329 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Gedongan Kec
Colomadu;

330. Bukti T-10 JATENGIV.330 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1l) semua TPS di Desa Bolon Kec
Colomadu;

331. Bukti T-10 JATENGIV.331 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Tohudan Kec
Colomadu;

332. Bukti T-10 JATENGIV.332 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Wonosari Kec

Gondangrejo;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
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333. Bukti T-10 JATENGIV.333 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Dayu Kec
Gondangrejo;

334. Bukti T-10 JATENGIV.334 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Karangturi Kec
Gondangrejo;

335. Bukti T-10 JATENGIV.335 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Kragan Kec
Gondangrejo;

336. Bukti T-10 JATENGIV.336 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Jatikuwung Kec
Gondangrejo;

337. Bukti T-10 JATENGIV.337 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Bulurejo Kec
Gondangrejo;

338. Bukti T-10 JATENGIV.338 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1l) semua TPS di Desa Rejosari Kec

Gondangrejo;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
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339. Bukti T-10 JATENGIV.339 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1l) semua TPS di Desa Tuban Kec
Gondangrejo;

340. Bukti T-10 JATENGIV.340 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Krendowahono
Kec Gondangrejo;

341. Bukti T-10 JATENGIV.341 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Jeruksawit Kec
Gondangrejo;

342. Bukti T-10 JATENGIV.342 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Wonorejo Kec
Gondangrejo;

343. Bukti T-10 JATENGIV.343 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Selokaton Kec
Gondangrejo;

344. Bukti T-10 JATENGIV.344 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Plesungan Kec

Gondangrejo;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
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345. Bukti T-10 JATENGIV.345 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan

Lampiran C1) semua TPS di Desa Buran Kec

Tasikmadu;
346. Bukti T-10 JATENGIV.346 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
(sama dengan 345) Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota

DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Buran Kec
Tasikmadu;
347. Bukti T-10 JATENGIV.347 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
(sama dengan 345 n 346) Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Buran Kec
Tasikmadu;
348. Bukti T-10 JATENGIV.348 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1l) semua TPS di Desa Gaum Kec
Tasikmadu;
349. Bukti T-10 JATENGIV.349 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Suruh Kec
Tasikmadu;
350. Bukti T-10 JATENGIV.350 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Pandeyan Kec

Tasikmadu;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
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351. Bukti T-10 JATENGIV.351 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Karangmojo Kec
Tasikmadu;

352. Bukti T-10 JATENGIV.352 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Kaling Kec
Tasikmadu;

353. Bukti T-10 JATENGIV.353 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Wonolopo Kec
Tasikmadu;

354. Bukti T-10 JATENGIV.354 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Kalijirak Kec
Tasikmadu;

355. Bukti T-10 JATENGIV.355 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Suruhkalang Kec
Jaten;

356. Bukti T-10 JATENGIV.356 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Jati Kec Jaten;

357. Bukti T-10 JATENGIV.357 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
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Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Jaten Kec Jaten;
358. Bukti T-10 JATENGIV.358 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Dagen Kec Jaten;
359. Bukti T-10 JATENGIV.359 Fotokopi Berita ~ Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Ngringo Kec
Jaten;
360. Bukti T-10 JATENGIV.360 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Jetis Kec Jaten;
361. Bukti T-10 JATENGIV.361 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Sroyo Kec Jaten;
362. Bukti T-10 JATENGIV.362 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Brujul Kec Jaten;
363. Bukti T-10 JATENGIV.363 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Banjarharjo Kec

Kebakkramat;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
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364. Bukti T-10 JATENGIV.364 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Alastuwo Kec
Kebakkramat;

365. Bukti T-10 JATENGIV.365 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Macanan Kec
Kebakkramat;

366. Bukti T-10 JATENGIV.366 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Nangsri Kec
Kebakkramat;

367. Bukti T-10 JATENGIV.367 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Kemiri Kec
Kebakkramat;

368. Bukti T-10 JATENGIV.368 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Kebak Kec
Kebakkramat;

369. Bukti T-10 JATENGIV.369 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1l) semua TPS di Desa Waru Kec

Kebakkramat;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
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370. Bukti T-10 JATENGIV.370 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Pulosari Kec
Kebakkramat;
371. Bukti T-10 JATENGIV.371 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Malanggaten Kec
Kebakkramat;
372. Bukti T-10 JATENGIV.372 Fotokopi Berita  Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model C, Model C1 Hologram dan
Lampiran C1) semua TPS di Desa Kaliwuluh Kec
Kebakkramat;
Kabupaten wonogiri
373. Bukti T-10 JATENGIV.373 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi  Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat
Kabupaten Wonogiri Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model DB) beserta lampirannya
Bukti T-10 JATENGIV.374 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat
Kecamatan Pracimantoro Dalam Pemilu Tahun
2014 (Model DA) beserta lampirannya
Bukti T-10 JATENGIV.375 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat

Kecamatan Giritontro Dalam Pemilu Tahun 2014

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
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(Model DA) beserta lampirannya

Bukti T-10 JATENGIV.376 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi  Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat
Kecamatan Giriwoyo Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model DA) beserta lampirannya

Bukti T-10 JATENGIV.377 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat
Kecamatan Batuwarno Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model DA) beserta lampirannya

Bukti T-10 JATENGIV.378 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat
Kecamatan Tirtomoyo Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model DA) beserta lampirannya

Bukti T-10 JATENGIV.379 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi  Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat
Kecamatan Nguntoronadi Dalam Pemilu Tahun
2014 (Model DA) beserta lampirannya

Bukti T-10 JATENGIV.380 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat
Kecamatan Baturetno Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model DA) beserta lampirannya

Bukti T-10 JATENGIV.381 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat

Kecamatan Eromoko Dalam Pemilu Tahun 2014

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
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(Model DA) beserta lampirannya
Bukti T-10 JATENGIV.382 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi  Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat
Kecamatan Wuryantoro Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model DA) beserta lampirannya
Bukti T-10 JATENGIV.383 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat
Kecamatan Manyaran Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model DA) beserta lampirannya
Bukti T-10 JATENGIV.384 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat
Kecamatan Selogiri Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model DA) beserta lampirannya
Bukti T-10 JATENGIV.385 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi  Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat
Kecamatan Wonogiri Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model DA) beserta lampirannya
Bukti T-10 JATENGIV.386 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat
Kecamatan Ngadirojo Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model DA) beserta lampirannya
374. Bukti T-10 JATENGIV.387 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat

Kecamatan Sidoharjo Dalam Pemilu Tahun 2014
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(Model DA) beserta lampirannya

375. Bukti T-10 JATENGIV.388 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi  Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat
Kecamatan Jatiroto Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model DA) beserta lampirannya

376. Bukti T-10 JATENGIV.389 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat
Kecamatan Kismantoro Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model DA) beserta lampirannya

377. Bukti T-10 JATENGIV.390 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat
Kecamatan Purwantoro Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model DA) beserta lampirannya

378. Bukti T-10 JATENGIV.391 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi  Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat
Kecamatan Bulukerto Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model DA) beserta lampirannya

379. Bukti T-10 JATENGIV.392 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi  Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat
Kecamatan Slogohimo Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model DA) beserta lampirannya

380. Bukti T-10 JATENGIV.393 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat

Kecamatan Jatisrono Dalam Pemilu Tahun 2014

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
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(Model DA) beserta lampirannya

381. Bukti T-10 JATENGIV.394 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi  Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat
Kecamatan Jatipurno Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model DA) beserta lampirannya

382. Bukti T-10 JATENGIV.395 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat
Kecamatan Girimarto Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model DA) beserta lampirannya

383. Bukti T-10 JATENGIV.396 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat
Kecamatan Karangtengah Dalam Pemilu Tahun
2014 (Model DA) beserta lampirannya

384. Bukti T-10 JATENGIV.397 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi  Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat
Kecamatan Paranggupito Dalam Pemilu Tahun
2014 (Model DA) beserta lampirannya

385. Bukti T-10 JATENGIV.398 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat
Kecamatan Puhpelem Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model DA) beserta lampirannya

386. Bukti T-10 JATENGIV.399 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat

Desa/Kelurahan se-Kecamatan Pracimantoro

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
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Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model D) beserta
lampirannya

387. Bukti T-10 JATENGIV.400 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi  Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat
Desa/Kelurahan  se-Kecamatan  Pracimantoro
Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model D) beserta

lampirannya
388. Bukti T-10 JATENGIV.401 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi  Hasil
(bandingkan bukti ini dengan ~ Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
399 n 400) Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD

Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat
Desa/Kelurahan  se-Kecamatan  Pracimantoro
Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model D) beserta
lampirannya

389. Bukti T-10 JATENGIV.402 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat
Desa/Kelurahan se-Kecamatan Batuwarno Dalam
Pemilu Tahun 2014 (Model D) beserta lampirannya

390. Bukti T-10 JATENGIV.403 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat
Desa/Kelurahan se-Kecamatan Tirtomoyo Dalam
Pemilu Tahun 2014 (Model D) beserta lampirannya

391. Bukti T-10 JATENGIV.404 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat
Desa/Kelurahan  se-Kecamatan  Nguntoronadi
Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model D) beserta
lampirannya

392. Bukti T-10 JATENGIV.405 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil
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Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat
Desa/Kelurahan se-Kecamatan Baturetno Dalam
Pemilu Tahun 2014 (Model D) beserta lampirannya
393. Bukti T-10 JATENGIV.406 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat
Desa/Kelurahan se-Kecamatan Eromoko Dalam
Pemilu Tahun 2014 (Model D) beserta lampirannya
394. Bukti T-10 JATENGIV.407 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat
Desa/Kelurahan se-Kecamatan Wuryantoro Dalam
Pemilu Tahun 2014 (Model D) beserta lampirannya
395. Bukti T-10 JATENGIV.408 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi  Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat
Desa/Kelurahan se-Kecamatan Manyaran Dalam
Pemilu Tahun 2014 (Model D) beserta lampirannya
396. Bukti T-10 JATENGIV.409 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat
Desa/Kelurahan se-Kecamatan Selogiri Dalam
Pemilu Tahun 2014 (Model D) beserta lampirannya
397. Bukti T-10 JATENGIV.410 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat
Desa/Kelurahan se-Kecamatan Wonogiri Dalam
Pemilu Tahun 2014 (Model D) beserta lampirannya
398. Bukti T-10 JATENGIV.411 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil
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Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat
Desa/Kelurahan se-Kecamatan Ngadirojo Dalam
Pemilu Tahun 2014 (Model D) beserta lampirannya
399. Bukti T-10 JATENGIV.412 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat
Desa/Kelurahan se-Kecamatan Sidoharjo Dalam
Pemilu Tahun 2014 (Model D) beserta lampirannya
400. Bukti T-10 JATENGIV.413 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat
Desa/Kelurahan se-Kecamatan Jatiroto Dalam
Pemilu Tahun 2014 (Model D) beserta lampirannya
401. Bukti T-10 JATENGIV.414 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi  Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat
Desa/Kelurahan se-Kecamatan Kismantoro Dalam
Pemilu Tahun 2014 (Model D) beserta lampirannya
402. Bukti T-10 JATENGIV.415 Fotokopi  Berita Acara Rekapitulasi  Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat
Desa/Kelurahan se-Kecamatan Purwantoro Dalam
Pemilu Tahun 2014 (Model D) beserta lampirannya
403. Bukti T-10 JATENGIV.416 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat
Desa/Kelurahan se-Kecamatan Bulukerto Dalam
Pemilu Tahun 2014 (Model D) beserta lampirannya
404. Bukti T-10 JATENGIV.417 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil
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Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat
Desa/Kelurahan se-Kecamatan Slogoimo Dalam
Pemilu Tahun 2014 (Model D) beserta lampirannya
405. Bukti T-10 JATENGIV.418 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat
Desa/Kelurahan se-Kecamatan Jatisrono Dalam
Pemilu Tahun 2014 (Model D) beserta lampirannya
406. Bukti T-10 JATENGIV.419 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat
Desa/Kelurahan se-Kecamatan Jatipurno Dalam
Pemilu Tahun 2014 (Model D) beserta lampirannya
407. Bukti T-10 JATENGIV.420 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi  Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat
Desa/Kelurahan se-Kecamatan Girimarto Dalam
Pemilu Tahun 2014 (Model D) beserta lampirannya
408. Bukti T-10 JATENGIV.421 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat
Desa/Kelurahan  se-Kecamatan Karangtengah
Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model D) beserta
lampirannya
409. Bukti T-10 JATENGIV.422 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat
Desa/Kelurahan  se-Kecamatan  Paranggupito
Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model D) beserta
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lampirannya

Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi  Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat
Desa/Kelurahan se-Kecamatan Puhpelem Dalam
Pemilu Tahun 2014 (Model D) beserta lampirannya
Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah (Lmpiran
Model

Pracimantoro

C1-DPR) Berhologram se Kecamatan

Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah (Lmpiran
Model

Giritronto

C1-DPR) Berhologram se Kecamatan

Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah (Lmpiran
Model

Giriwoyo

C1-DPR) Berhologram se Kecamatan

Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah (Lmpiran
Model C1-DPR) Berhologram se Kecamatan
Batuwarno

Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah (Lmpiran
Model

Tirtomoyo

C1-DPR) Berhologram se Kecamatan

Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah (Lmpiran
Model

Nguntoronadi

C1-DPR) Berhologram se Kecamatan

Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah (Lmpiran
Model

Baturetno

C1-DPR) Berhologram se Kecamatan

Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah (Lmpiran
Model

Eromoko

C1-DPR) Berhologram se Kecamatan

Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah (Lmpiran
Model

Wuryantoro

C1-DPR) Berhologram se Kecamatan

Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah (Lmpiran

Model C1-DPR) Berhologram se Kecamatan
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Bukti T-10 JATENGIV.439

Bukti T-10 JATENGIV.440
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Mayaran

Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah (Lmpiran
Model
Selogiri

C1-DPR) Berhologram se Kecamatan

Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah (Lmpiran
Model

Wonogiri

C1-DPR) Berhologram se Kecamatan

Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah (Lmpiran
Model
Ngadirojo

C1-DPR) Berhologram se Kecamatan

Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah (Lmpiran
Model
Sidoharjo

C1-DPR) Berhologram se Kecamatan

Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah (Lmpiran
Model

Jatiroto

C1-DPR) Berhologram se Kecamatan

Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah (Lmpiran
Model

Kismantoro

C1-DPR) Berhologram se Kecamatan

Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah (Lmpiran
Model C1-DPR) Berhologram se Kecamatan
Purwantoro

Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah (Lmpiran
Model

Bulukerto

C1-DPR) Berhologram se Kecamatan

Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah (Lmpiran
Model

Slogoimo

C1-DPR) Berhologram se Kecamatan

Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah (Lmpiran
Model

Jatisrono

C1-DPR) Berhologram se Kecamatan

Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah (Lmpiran
Model

Jatipurno

C1-DPR) Berhologram se Kecamatan

Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah (Lmpiran

Model C1-DPR) Berhologram se Kecamatan
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Girimarto

433. Bukti T-10 JATENGIV.446 Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah (Lmpiran
Model C1-DPR) Berhologram se Kecamatan
Karangtengah

434. Bukti T-10 JATENGIV.447 Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah (Lmpiran
Model C1-DPR) Berhologram se Kecamatan
Paranggupito

435. Bukti T-10 JATENGIV.448 Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah (Lmpiran
Model C1-DPR) Berhologram se Kecamatan
Puhpelem

436. Bukti T-10 JATENGIV.449 Fotokopi  Berita Acara Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat
Kabupaten Sragen Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model DB) beserta lampirannya
437. Bukti T-10 JATENGIV.450 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat
Kecamatan Kalijambe Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model DA) beserta lampirannya
438. Bukti T-10 JATENGIV.451 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat
Kecamatan Plupuh Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model DA) beserta lampirannya
439. Bukti T-10 JATENGIV.452 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil
(tidak ada bukti fisik) Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat
Kecamatan Kedawung Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model DA) beserta lampirannya
440. Bukti T-10 JATENGIV.453 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
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Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat
Kecamatan Sambirejo Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model DA) beserta lampirannya

441. Bukti T-10 JATENGIV.454 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat
Kecamatan Gondang Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model DA) beserta lampirannya

442. Bukti T-10 JATENGIV.455 Fotokopi  Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat
Kecamatan Sambungmacan Dalam Pemilu Tahun
2014 (Model DA) beserta lampirannya

443. Bukti T-10 JATENGIV.456 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat
Kecamatan Sragen Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model DA) beserta lampirannya

444, Bukti T-10 JATENGIV.457 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat
Kecamatan Sidoharjo Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model DA) beserta lampirannya

445. Bukti T-10 JATENGIV.458 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi  Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat
Kecamatan Tanon Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model DA) beserta lampirannya

446. Bukti T-10 JATENGIV.459 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi  Hasil

Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
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Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat
Kecamatan Gemolong Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model DA) beserta lampirannya

447. Bukti T-10 JATENGIV.460 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat
Kecamatan Miri Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model
DA) beserta lampirannya

448. Bukti T-10 JATENGIV.461 Fotokopi  Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat
Kecamatan Mondokan Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model DA) beserta lampirannya

449. Bukti T-10 JATENGIV.462 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat
Kecamatan Sukodono Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model DA) beserta lampirannya

450. Bukti T-10 JATENGIV.463 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat
Kecamatan Gesi Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model
DA) beserta lampirannya

451. Bukti T-10 JATENGIV.464 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat
Kecamatan Tangen Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model DA) beserta lampirannya

452. Bukti T-10 JATENGIV.465 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
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Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat
Kecamatan Jenar Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model DA) beserta lampirannya

453. Bukti T-10 JATENGIV.466 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat
Kecamatan Sumberlawang Dalam Pemilu Tahun
2014 (Model DA) beserta lampirannya

454, Bukti T-10 JATENGIV.467 Fotokopi  Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat
Kecamatan Karangmalang Dalam Pemilu Tahun
2014 (Model DA) beserta lampirannya

455, Bukti T-10 JATENGIV.468 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat
Kecamatan Masaran Dalam Pemilu Tahun 2014
(Model DA) beserta lampirannya

456. Bukti T-10 JATENGIV.469 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat
Desa/Kelurahan se- Kecamatan Kalijambe Dalam
Pemilu Tahun 2014 (Model D) beserta lampirannya

457. Bukti T-10 JATENGIV.470 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat
Desa/Kelurahan se-Kecamatan Plupuh Dalam
Pemilu Tahun 2014 (Model D) beserta lampirannya

458. Bukti T-10 JATENGIV.471 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi  Hasil

Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
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Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat
Desa/Kelurahan se-Kecamatan Kedawung Dalam
Pemilu Tahun 2014 (Model D) beserta lampirannya
459. Bukti T-10 JATENGIV.472 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat
Desa/Kelurahan se-Kecamatan Sambirejo Dalam
Pemilu Tahun 2014 (Model D) beserta lampirannya
460. Bukti T-10 JATENGIV.473 Fotokopi  Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat
Desa/Kelurahan se-Kecamatan Gondang Dalam
Pemilu Tahun 2014 (Model D) beserta lampirannya
461. Bukti T-10 JATENGIV.474 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat
Desa/Kelurahan se-Kecamatan Sambungmacan
Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model D) beserta
lampirannya
462. Bukti T-10 JATENGIV.475 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat
Desa/Kelurahan se-Kecamatan Sragen Dalam
Pemilu Tahun 2014 (Model D) beserta lampirannya
463. Bukti T-10 JATENGIV.476 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat
Desa/Kelurahan se-Kecamatan Sidoharjo Dalam
Pemilu Tahun 2014 (Model D) beserta lampirannya
464. Bukti T-10 JATENGIV.477 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil
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Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat
Desa/Kelurahan se-Kecamatan Tanon Dalam
Pemilu Tahun 2014 (Model D) beserta lampirannya
465. Bukti T-10 JATENGIV.478 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat
Desa/Kelurahan se-Kecamatan Gemolong Dalam
Pemilu Tahun 2014 (Model D) beserta lampirannya
466. Bukti T-10 JATENGIV.479 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat
Desa/Kelurahan se-Kecamatan Miri Dalam Pemilu
Tahun 2014 (Model D) beserta lampirannya
467. Bukti T-10 JATENGIV.480 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi  Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat
Desa/Kelurahan se-Kecamatan Mondokan Dalam
Pemilu Tahun 2014 (Model D) beserta lampirannya
468. Bukti T-10 JATENGIV.481 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat
Desa/Kelurahan se-Kecamatan Sukondo Dalam
Pemilu Tahun 2014 (Model D) beserta lampirannya
469. Bukti T-10 JATENGIV.482 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil
(tidak ada bukti fisik) Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat
Desa/Kelurahan se-Kecamatan Gesi Dalam Pemilu
Tahun 2014 (Model D) beserta lampirannya
470. Bukti T-10 JATENGIV.483 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil
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Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat
Desa/Kelurahan se-Kecamatan Tangen Dalam
Pemilu Tahun 2014 (Model D) beserta lampirannya

471. Bukti T-10 JATENGIV.484 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat
Desa/Kelurahan se-Kecamatan Jenar Dalam
Pemilu Tahun 2014 (Model D) beserta lampirannya

472. Bukti T-10 JATENGIV.485 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi  Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat
Desa/Kelurahan se-Kecamatan Sumberlawang
Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model D) beserta
lampirannya

473. Bukti T-10 JATENGIV.486 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi  Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat
Desa/Kelurahan se-Kecamatan Karangmalang
Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model D) beserta
lampirannya

474. Bukti T-10 JATENGIV.487 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kab/Kota serta calon anggota DPD di tingkat
Desa/Kelurahan se-Kecamatan Masaran Dalam

Pemilu Tahun 2014 (Model D) beserta lampirannya

475. Bukti T-10 JATENGIV.488 Fotokopi Rincian suara sah (Lampiran model C1-
DPR ) berhologram se-Kecamatan Kalijambe
476. Bukti T-10 JATENGIV.489 Fotokopi Rincian suara sah (Lampiran model C1-

DPR ) berhologram se-Kecamatan Plupuh
477. Bukti T-10 JATENGIV.490 Fotokopi Rincian suara sah (Lampiran model C1-
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DPR ) berhologram se-Kecamatan Kedawung
Fotokopi Rincian suara sah (Lampiran model C1-
DPR ) berhologram se-Kecamatan Sambirejo
Fotokopi Rincian suara sah (Lampiran model C1-
DPR ) berhologram se-Kecamatan Gondang
Fotokopi Rincian suara sah (Lampiran model C1-
DPR ) berhologram se-Kecamatan Sambungmacan
Fotokopi Rincian suara sah (Lampiran model C1-
DPR ) berhologram se-Kecamatan Sragen

Fotokopi Rincian suara sah (Lampiran model C1-
DPR ) berhologram se-Kecamatan Sidoharjo
Fotokopi Rincian suara sah (Lampiran model C1-
DPR ) berhologram se-Kecamatan Tanon

Fotokopi Rincian suara sah (Lampiran model C1-
DPR ) berhologram se-Kecamatan Gemolong
Fotokopi Rincian suara sah (Lampiran model C1-
DPR ) berhologram se-Kecamatan Miri

Fotokopi Rincian suara sah (Lampiran model C1-
DPR ) berhologram se-Kecamatan Mondokan
Fotokopi Rincian suara sah (Lampiran model C1-
DPR ) berhologram se-Kecamatan Sukondo
Fotokopi Rincian suara sah (Lampiran model C1-
DPR ) berhologram se-Kecamatan Gesi

Fotokopi Rincian suara sah (Lampiran model C1-
DPR ) berhologram se-Kecamatan Tangen
Fotokopi Rincian suara sah (Lampiran model C1-
DPR ) berhologram se-Kecamatan Jenar

Fotokopi Rincian suara sah (Lampiran model C1-
DPR ) berhologram se-Kecamatan Sumberlawang
Fotokopi Rincian suara sah (Lampiran model C1-
DPR ) berhologram se-Kecamatan Karangmalang
Fotokopi Rincian suara sah (Lampiran model C1-
DPR ) berhologram se-Kecamatan Masaran
Fotokopi Surat Mentri Dalam Negri Nomor
470/11791/Dukcapil Tanggal 31 Oktober 2013
Perihal Jumlah Penduduk Kabupaten Wonogiri
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II. JAWA TENGAH VI (ENAM)

A. Kota Magelang

495. Bukti T-10 JATENGIV.508 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik
dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan
DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD
di tingkat Kabupaten /Kota dalam Pemilu Tahun
2014 (Model DB dan Lampirannya)

B. Kabupaten Magelang

496. Bukti T-10 JATENGIV.509 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik
dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan
DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD
di tingkat Kabupaten /Kota dalam Pemilu Tahun
2014 (Model DB dan Lampirannya)

C. Kabupaten Purworejo

497. Bukti T-10 JATENGIV.510 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik
dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan
DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD
di tingkat Kabupaten /Kota dalam Pemilu Tahun
2014 (Model DB dan Lampirannya)

D. Kabupaten Temanggung

498. Bukti T-10 JATENGIV.511 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik
dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan
DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD
di tingkat Kabupaten /Kota dalam Pemilu Tahun
2014 (Model DB dan Lampirannya)

E. Kabupaten Wonosobo

499. Bukti T-10 JATENGIV.512 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik
dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan
DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD

di tingkat Kabupaten /Kota dalam Pemilu Tahun
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2014 (Model DB dan Lampirannya)

lll. JAWA TENGAH IX (SEMBILAN)

A. Kota Tegal

500. Bukti T-10 JATENGIV.513 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik
dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan
DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD
di tingkat Kabupaten /Kota dalam Pemilu Tahun
2014 (Model DB dan Lampirannya)

501. Bukti T-10 JATENGIV.514 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan
DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD
di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014
(Model DA) beserta lampirannya se Kota Tegal

B. Kabupaten Tegal

502. Bukti T-10 JATENGIV.515 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik
dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan
DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD
di tingkat Kabupaten /Kota dalam Pemilu Tahun
2014 (Model DB dan Lampirannya)

503. Bukti T-10 JATENGIV.516 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan
DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD
di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014
(Model DA) beserta lampirannya se Kabupaten
Tegal

C. Kabupaten Brebes

504. Bukti T-10 JATENGIV.517 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik
dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan
DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD

di tingkat Kabupaten /Kota dalam Pemilu Tahun
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2014 (Model DB dan Lampirannya)

505. Bukti T-10 JATENGIV.518 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi  Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan
DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD
di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014
(Model DA) beserta lampirannya se Kabupaten
Brebes

IV. JAWA TENGAH

506. Bukti T-10 JATENGIV.519 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik
dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan
DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD
di tingkat Kabupaten /Kota dalam Pemilu Tahun
2014 (Model DB dan Lampirannya)

Selain itu, Termohon juga mengajukan Saksi yang telah memberikan
keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 12 Juni 2014 yang pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI TERMOHON JAWA TENGAH IV

1. SUNARTO
e Bahwa saksi sebagai ketua PPK Kecamatan Gemolong;
e Bahwa tidak semua saksi parpol hadir, yang hadir hanya 6 parpol;
e Bahwa saksi dari partai Demokra dan PKB hadir (Suwardi Martha);
e Bahwa tidak ada yang mengajukan keberatan;
e Bahwa perolehan suara PKB 3.638 suara;

SAKSI TERMOHON JAWA TENGAH IX

1. AHMAD MUNSIP
e Bahwa saksi sebagai Anggota PPK Kecamatan Wanasari, rekapitulasi

dilaksanakan tanggal 13 April 2014;

e Bahwa ada 20 PPS di Wanasari dan ada dua partai politik tidak hadir, yaitu
Nasdem dan PBB;

e Bahwa selama proses rekap di tingkat PPK Wanasari berjalan dengan

lancar, semua saksi menandatangani DA-1 dan mengikuti sampai selesai;
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2. 1 NYOMAN DARMAWANTO

e Bahwa saksi sebagai Ketua PPK Kecamatan Brebes dan rekapitulasi
dilaksanakan tanggal 15 April 2014;

e Bahwa partai yang tidak hadir partai PPP, PKPI, Partai Bulan Bintang;

e Bahwa rekapitulasi dilaksanakan dua hari da nada 23 PPS dan TPS 330;

e Bahwa C-1 plano dibuka karena bukan saksi parpol yang minta;

e Bahwa orang tersebut menyatakan di TPS tersebut jumlahnya 35 suara
kenyataan setelah dibuka plano itu cuma 15 suara;

e Bahwa ada penonton langsung masuk meminta keberatannya dan saksi
persilakan selama masih bisa menyajikan dan menunjukkan itu tidak benar
dan penyelenggara adalah benar;

e Bahwa C-1 plano dibuka sekali hanya model C-nya yang dibuka, bukan
hanya model D yang di PPS bacakan, Planonya pun dibuka ternyata yang
PPS benar, ternyata yang dari saksi tempat itu tidak betul;

3. AHMAD TORIDIN

e Bahwa saksi sebagai Ketua PPS di desa Klampok;

e Bahwa tidak semua saksi partai yang hadir;

e Bahwa saksi partai Hanura dating hanya untuk meminta formulir D-1;

e Bahwa tidak ada keberatan, dan semua saksi menandatangani hasil
rekapitulasi;

e Bahwa saksi yang hadir pada hari kedua hanya saksi partai PAN dan partai
Golkar;

e Bahwa pelaksanaan Pileg di Desa Klampok sudah berjalan sesuai dengan
tahapan, yang berkaitan dengan tuduhan TPS 4, TPS 5, TPS 6, dan TPS 9
juga tidak ada masalah karena tidak ada pengkondisian untuk mencoblos

salah satu partai atau caleg lain.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak

Terkait  Partai Demokrat terkait daerah pemilihan (dapil) IV memberikan
keterangan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah
pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal

sebagai berikut:
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|. Pokok Permohonan
Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang benar dan berpengaruh pada
perolehan kursi Anggota DPR RI, Anggota DPRA/DPRD Provinsi, Anggota
DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa daerah pemilihan adalah sebagai
berikut:
1.2. Provinsi Jawa Tengah .

1.2.1. Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) Menurut Pihak Terkait
(Partai Politik) di Provinsi Jawa Tengah Untuk Pengisian
Keanggotaan DPR DAPIL Jawa Tengah IV
Bahwa dalil Pemohon (Partai Hanura) dalam Posita Pemohon (Partai
Hanura) menyatakan adanya pengurangan dan penambahan suara
sebagai akibat perbedaan C1 dan D1. Bahwa data yang disampikan
oleh Pemohon (Partai Hanura) sangat berbeda dengan yang yang
dimiliki oleh Pihak Terkait (Partai Demokrat).

Berdasarkan hal tersebut diatas, sangat jelas bahwa logika yang
dibangun oleh Pemohon (Partai Hanura) dalam membuat dalil dalam
Positanya sangat subyektif, tidak jelas dan kabur.

Berdasarkan hal tersebut, tidaklah berkelebihan dan mendasar apabila
Pihak Terkait (Partai Demokrat) berpendapat bahwa dalil-dalil
Pemohon (Partai Hanura) tersebut adalah dalil yang tidak bisa
dipertanggungjawabkan kebenarannya dan hanya cenderung
menyampaikan berita yang tidak benar.

Mengingat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Pemohon (Partai
Hanura) ternyata sangat subyektif menurut asumsi kebenaran
Pemohon (Partai Hanura) sendiri, dengan ini Pihak Terkait (Partai
Demokrat) menyampaikan alat bukti sah menurut hukum dan
perhitungan hasil perolehan suara yang benar dan mendasar, dimana
penghitungan suara menurut Pihak Terkait (Partai Demokrat) ternyata
sama dengan yang telah ditetapkan oleh Termohon khusus di Daerah
Pemilihan Jawa Tengah IV sebagaimana dimaksud dalam tabel
dibawah ini :

Tabel 1. Alat Bukti Pihak Terkait (Partai Demokrat) terhadap

Permohonan yang Diajukan Oleh Pemohon (Partai Hanura)
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di Provinsi Jawa Tengah Untuk Pengisian Keangotaan DPR

Khusus Dapil Jawa Tengah IV

Kabupaten Karang Anyar

_ Perolehan suara Alat Bukti
No Partai - . .
Pihak Pihak Terkait
Termohon )
Terkait
1) (2) 3) (4) (5)
1 NASIONAL DEMOKRAT 15.362 15.362 Bukti PT-7
2 PKB 20.370 20.370 s/d
3 PKS 44.125 44,125 Bukti PT-7.
4 PDIP 114.937 114.937
5 GOLKAR 66.832 66.832
6 GERINDRA 51.265 51.265
7 DEMOKRAT 45,746 45,746
8 PAN 33.045 33.045
9 PPP 14.701 14.701
10 | HANURA 67.956 67.956
11 | PBB 2.169 2.169
12 | PKPI 2.462 2.462
Jumlah Suara Sah 478.970 478.970
Kabupaten Wonogiri:
o oarta Perolehan Suara _Alat Bukti_
Pihak Pihak Terkait
Termohon Terkait
1) (2) 3) (4) (5)
1 NASIONAL DEMOKRAT 19.715 19.715 PT-7.HNR.31
2 PKB 21.099 21.099 s/d
3 PKS 70.462 70.462 PT-7.HNR.36
4 PDIP 173.132 173.132
5 GOLKAR 94.262 94.262
6 GERINDRA 48.284 48.284
7 DEMOKRAT 40.883 40.883
8 PAN 55.804 55.804
9 PPP 19.452 19.452
10 | HANURA 11.157 11.157
11 | PBB 2.036 2.036
12 PKPI 1.198 1.198
Jumlah Suara Sah 557.484 557.484
Kabupaten Sragen:
' Perolehan Suara Alat Bukti
No Partai i ; .
Pihak Pihak Terkait
Termohon .
Terkait
1) 2) (3) (4) (5)
1 NASIONAL DEMOKRAT 12.109 12.109 PT-7.HNR.31
2 PKB 62.433 62.433 s/d
3 PKS 45,959 45,959 PT-7.HNR.36
4 PDIP 129.645 129.645
5 GOLKAR 74,771 74.771
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6 GERINDRA 69.048 69.048
7 DEMOKRAT 23.804 23.804
8 PAN 35.114 35.114
9 PPP 21.797 21.797
10 | HANURA 13.001 13.001
11 PBB 2.727 2.727
12 PKPI 1.263 1.263

Jumlah Suara Sah 491.671 491.671

Berdasarkan hal tersebut diatas, hitungan yang benar perolehan suara
untuk DPR RI Dapil Jawa Tengah 1V adalah sebagai berikut :

6 - Perolehan Suara _Alat Bukti'
Termohon/ Pihak Terkait
pihak Terkait LN
(1) (2) ) (4) (5)
1 NASDEM 47.186 47.132
2 PKB 103.902 103.666
3 PKS 160.546 152.094
4 PDIP 417.714 394.740
5 GOLKAR 235.865 223.919
6 GERINDRA 168.597 160.013
7 DEMOKRAT 110.433 102.227
8 PAN 123.963 117.196
9 PPP 55.950 53.076
10 HANURA 92.114 88.477
11 PBB 6.932 6.941
12 PKPI 4,923 4,922
Jumigh$¥Suara 1528125 | 1.454.403
Sah

Sebagai akibat ketidakjelasan dalil yang disampaikan oleh Pemohon
(Partai Hanura) karena hanya didasarkan kepada asumsi dan bukan
didasarkan kepada alat bukti maka untuk menjadikan terang dan
Pihak Terkait
(Partai Demokrat) mengajukan bukti formulir C1 dan DB-1.

mempertahankan kebenaran penetapan Termohon,

Perlu Pihak Terkait (Partai Demokrat) sampaikan, sebagai bahan
pertimbangan dan pembuktian, bahwa berdasar alat bukti C1 dan DB-1
yang dimiliki oleh Pihak Terkait (Partai Demokrat) hasil penghitungan
suaranya tidak berbeda dengan apa yang telah ditetapkan oleh
Termohon. Berdasar dari hal tersebut, persamaan hitungan suara
antara Pihak Terkait (Partai Demokrat) dan Termohon tidak lain dan
tidak bukan dikarenakan C1 dan DB-1 yang dimiliki oleh Pihak Terkait
(Partai Demokrat) dan Termohon berisikan data yang sama. Dari fakta

tersebut menunjukkan adanya perbedaan data C1 dan DB-1 yang
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dimiliki oleh Pemohon (Partai Hanura) dengan yang dimiliki oleh Pihak
Terkait (Partai Demokrat) dan Termohon, sehingga bisa diduga bahwa
C1l dan DB-1 yang dimiliki Pemohon (Partai Hanura) dapat diduga

tidak mengandung kebenaran atau manifulatif.

Keterangan_:

1. PT-7.HNR.31 C1 se kabupaten Karang Anyar
2. PT-7.HNR.32 C1 se kabupaten Wonogiri

3. PT-7.HNR.33 C1 se kabupaten Sragen

4. PT-7.HNR.34 DB-1 kabupaten Karang Anyar
5. PT-7.HNR.35 DB-1 kabupaten Wonogiri

6. PT-7.HNR.36 DB-1 kabupaten Sragen

[I. Petitum

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut diatas, Pihak

Terkait (Partai Politik) memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk

menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
411/KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang
diumumkan secara nasional pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 untuk
pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Jawa Tengah |V;
dan untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi/DPRA sepanjang di Daerah
Pemilihan Papua 1V;

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan
putusan ini;

atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-

adilnya (ex aequo et bono)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait

mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-
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7.HNR.32 sampai dengan PT-7.HNR.33Q dan disahkan dalam persidangan tanggal

12 Juni 2014 sebagai berikut.

1 PT-7.PKB.2 PT-7.HNR.32 DB-1 Kabupaten Karang Anyar
2 PT-7.PKB.3A PT-7.HNR.33A DA-1 Kec. Jatiyoso

3 PT-7.PKB.3B PT-7.HNR.33B DA-1 Kec. Jumapolo

4 PT-7.PKB.3C PT-7.HNR.33C DA-1 Kec. Jatipuro

5 PT-7.PKB.3D PT-7.HNR.33D DA-1 Kec. Jumantono

6 PT-7.PKB.3E PT-7.HNR.33E DA-1 Kec. Matesih

7 PT-7.PKB.3F PT-7.HNR.33F DA-1 Kec. Karangpandan

8 PT-7.PKB.3G PT-7.HNR.33G DA-1 Kec. Karanganyar

9 PT-7.PKB.3H PT-7.HNR.33H DA-1 Kec. Tasikmadu

10 PT-7.PKB.3I PT-7.HNR.33I DA-1 Kec. Jaten

11 PT-7.PKB.3J PT-7.HNR.33J DA-1 Kec. Colomadu

12 PT-7.PKB.3K PT-7.HNR.33K DA-1 Kec. Kebakramat

13 PT-7.PKB.3L PT-7.HNR.33L DA-1 Kec. Gondangrejo

14 PT- PT-7.HNR.33M DA-1 Kec. Mojogedang

7.PKB.3M

15 PT-7.PKB.3N PT-7.HNR.33N DA-1 Kec. Kerjo

16 PT-7.PKB.30 PT-7.HNR.330 DA-1 Kec. Jenawi

17 PT-7.PKB.3P PT-7.HNR.33P DA-1 Kec. Ngargoyoso

18 PT-7.PKB.3Q PT-7.HNR.33Q DA-1 Kec. Tawangmangu
[2.7] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait
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menyampaikan kesimpulan tertulis yang maing-masing diterima di Kepaniteraan
Mahkamah pada tanggal 14 juni WIB yang masing-masing pada pokoknya tetap
dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala

sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara
persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan

putusan ini.
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3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah

keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara
nasional oleh komisi pemilihan umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 09 Mei 2014 untuk
Provinsi Jawa Tengah, Daerah Pemilihan Jawa Tengah IV (DPR-RI), Daerah
Pemilihan Jawa Tengah VI (DPR-RI), Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX (DPR-RI),
dan Daerah Pemilihan Jawa Tengah 4 (DPRD Provinsi);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan,

Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu

mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;

2. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan
a quo;

3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10
ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan
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Lembaran Negara Nomor 5076), dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan

umum,

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai

pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN
2014 a quo, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang

untuk mengadili permohonan a quo;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf ¢ UU MK,

Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan
Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf ¢ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut
PMK 1/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR
dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk
pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu
untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang
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Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik
peserta Pemilu Tahun 2014 Nomor Urut 10. Oleh karenanya, menurut Mahkamabh,
Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan

permohonan a quo;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9

PMK 1/2014, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling
lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan

penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 a quo pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014,
Pukul 23.50 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke
Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, Pukul
23.50 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan
hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan
umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah padatanggal 12 Mei 2014,
Pukul 20.47 WIB sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Permohonan
Pemohon (TTPP) Nomor 02-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei
2014 dan berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor
02-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014, telah dicatat dalam Buku
Penerimaan Permohonan (BPP) perihal Permohonan Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, sehingga
dengan demikian pemohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu

sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili

permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing)
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untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam
tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka

selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon

mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Mahkamah tidak berwenang mengadili
permohon Pemohon dan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena
tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan perolehan suara
yang dilakukan Termohon dan menyatakan suara yang benar menurut Pemohon,

serta dalam petitumnya memohon pemungutan suara ulang;

[3.9] Menimbang bahwa eksepsi Termohon tersebut, menurut Mahkamah,

mengenai kewenangan Mahkamah sudah dipertimbangkan dalam paragraf [3.3]
dan paragraf [3.4], sehingga pertimbangan tersebut mutatis mutandis menjadi
pertimbangan pula untuk eksepsi Termohon a quo. Mengenai eksepsi lainnya,
menurut Mahkamah berkaitan erat dengan pokok permohonan sehingga akan
diputus bersama-sama dengan pokok permohonan. Dengan demikian, Mahkamah

selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

Daerah Pemilihan Jawa Tengah IV (DPR-RI)

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan di daerah pemilihan (Dapil)

Jawa Tengah 1V, yaitu di tiga kabupaten terjadi penambahan perolehan suara
untuk Partai Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) serta ada

pengurangan perolehan suara Pemohon:

Kabupaten Karanganyar:
- Penambahan suara untuk Partai Demokrat 7.642 suara;
- Penambahan suara untuk PKB 2.756 suara;

- Pengurangan suara Pemohon 2.704 suara;
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Kabupaten Wonogiri
- Penambahan suara untuk Partai Demokrat 4.807 suara;
- Penambahan suara untuk PKB 2.167 suara;

- Pengurangan suara Pemohon 214 suara;

Kabupaten Sragen
- Penambahan suara untuk Partai Demokrat 2.054 suara;
- Penambahan suara untuk PKB 12.537 suara;

- Pengurangan suara Pemohon 312 suara,;

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama

permohonan Pemohon ditemukan fakta bahwa dalam permohonannya, Pemohon
hanya menguraikan persandingan perolehan suara menurut Pemohon dan perolehan
suara menurut Termohon, serta selisin yang dibuat dalam bentuk tabel, namun
Pemohon tidak menguraikan dengan jelas tempat terjadinya perselisihan hasil
perolehan suaranya terjadi, apakah di tingkat TPS, PPS, PPK, KPU kabupaten, atau
KPU provinsi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah permohonan
Pemohon a quo tidak jelas atau kabur. Oleh karena permohonan Pemohon tidak
memenuhi syarat suatu permohonan maka Mahkamah tidak perlu menilai bukti yang
diajukan oleh para pihak. Dengan demikian, menurut Mahkamah eksepsi Termohon

bahwa permohoan kabur beralasan menurut hukum;

Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI (DPR-RI)

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, setelah Mahkamah

memeriksa berkas permohonan Pemohon serta fakta persidangan, ternyata
Pemohon tidak mengajukan bukti baik surat/tulisan maupun saksi. Menurut
Mahkamah hal tersebut jelas tidak sesuai dengan asas hukum yang menyatakan
“siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan”. Dengan demikian, menurut
Mahkamah, selain permohonan tidak memenuhi syarat Pasal 31 ayat (2) UU MK
yang menyatakan “Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut”,
Berdasarkan pertimbangan tersebut menutu Mahkamah, di samping tidak
memenuhi syarat juga tidak mengajukan alat bukti, sehingga menurut Mahkamah,

dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
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Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX (DPR-RI)

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan berdasarkan real count yang

dihitung Bapilu Tegal, Saudara Ruyoto di Dapil Jawa Tengah IX dinyatakan
sebagai pemenang yang mendapatkan kursi ke tujuh dengan perolehan suara
97.152, sedangkan PKS mendapat 96.334 suara serta PAN mendapat 94.871
suara. Akan tetapi pada pleno KPU Kabupaten Brebes, perolehan suara Partai
Hanura dikurangi sehingga menjadi 93.897 suara dan penambahan perolehan
suara PKS menjadi 101.126 suara dan penambahan perolehan suara PAN

menjadi 98.763 suara, sehingga mengakibatkan Partai Hanura kehilangan kursi;

[3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama

permohonan Pemohon ditemukan fakta bahwa dalam permohonannya, Pemohon
hanya menguraikan persandingan perolehan suara menurut Pemohon dan perolehan
suara menurut Termohon, namun Pemohon tidak menguraikan dengan jelas tempat
terjadinya perselisihan hasil perolehan suaranya terjadi, apakah di tingkat TPS, PPS,
PPK, KPU kabupaten, atau KPU provinsi. Berdasarkan pertimbangan tersebut,
menurut Mahkamah permohonan Pemohon a quo tidak jelas atau kabur. Oleh karena
permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat suatu permohonan maka Mahkamah
tidak perlu menilai bukti yang diajukan oleh para pihak. Dengan demikian, menurut

Mahkamah eksepsi Termohon bahwa permohonan kabur beralasan menurut hukum;

Daerah Pemilihan Jawa Tengah 4 (DPRD Provinsi)

[3.15] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama

permohonan Pemohon, ternyata tidak mempermasalahkan kesalahan hasil
penghitungan suara, melainkan mengenai alokasi kursi dan jumlah DPT yang tidak
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2013
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;

[3.16] Menimbang bahwa atas dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah hal
yang didalilkan oleh Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk
menilainya, sehingga permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Pasal 10
juncto Pasal 74 UU MK;
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4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas,
Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan

permohonan a quo;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh

peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon beralasan menurut hukum sepanjang Daerah Pemilihan
Jawa Tengah IV (DPR-RI), dan Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX (DPR-RI);

[4.5] Permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan Jawa Tengah 4 (DPRD

Provinsi) tidak memenuhi syarat;

[4.6] Pokok permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI

(DPR-RI) tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5316);
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5. AMAR PUTUSAN
Mengadili,
Menyatakan,

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;

2. Permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan Jawa Tengah IV (DPR-RI),
Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX (DPR-RI), dan Daerah Pemilihan Jawa
Tengah 4 (DPRD Provinsi) tidak dapat diterima

Dalam Pokok Permohonan

- Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri
oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua
merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad
Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar,
masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa tanggal dua puluh empat,
bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno
Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal tiga puluh,
bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 12.00 WIB,
oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua
merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad
Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar,
masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai

Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya;

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva
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ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Arief Hidayat Muhammad Alim
ttd. ttd.

Wahiduddin Adams Ahmad Fadlil Sumadi

ttd. ttd.

Anwar Usman Aswanto

ttd. ttd.

Maria Farida Indrati Patrialis Akbar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Cholidin Nasir
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